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l KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 dapat
disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kinerja yang telah ditetapkan.

LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar disusun untuk
memenuhi ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud disusunnya LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar ini adalah :

a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data
yang telah diolah;
b. Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah

kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat;
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c. Sebagai media informasi tentang sejauhmana pelaksanaan prinsip -
prinsip good governance termasuk penerapan fungsi — fungsi manajemen
secara benar pada instansi yang bersangkutan

d. Sebagai bahan evaluasi dan  perbaikan perencanaan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar di tahun berikutnya.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan,
namun demikian dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini kami
berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui perbaikan penerapan fungsi — fungsi
manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat
mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sehingga meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Disadari bahwa penyusunan LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran
dari semua pihak sangat diharapkan agar LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dapat disusun dengan lebih baik.

Mudah-mudahan LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ini
dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam

penyusunan LKJIP ini diucapkan terimakasih.

Makassar, Januari 2022
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l RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar dimaksudkan wuntuk menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2021 dan sebagai bentuk
keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan Good
Governance.

LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan
perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2020. Dalam Rencana Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 tercermin tujuan strategis yang
hendak dicapai yaitu Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Mandiri, Berdaya Saing
Dan Sejahtera Serta Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam
Pembangunan Yang Berkelanjutan dan memuat 3 (tiga) sasaran strategis
yaitu : 1). Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh
Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan
Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Terwujudnya
administrsi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan

transparan.
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Untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas, Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan Sasaran Strategis dengan
indikator kinerja dan capaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama, “Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang
Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja” rata- rata
capaiannya sebesar 101,68% atau dalam kategori berkinerja sangat tinggi;

b. Sasaran Kedua, “Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta
Kesejahteraan Tenaga Kerja” rata-rata capainnya sebesar 74,06% atau
dalam kategori berkinerja sedang;

c. Sasaran Ketiga, “Terwujudnya Administrsi Pelayanan Ketenagakerjaan
yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan” rata-rata capaiannya sebesar
102,06% atau dalam kategori berkinerja sangat tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2021 perlu
dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati
indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-
bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai
dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara
signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar.

2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui
pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta
pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas
pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih
luas dalam mengikuti Diklat

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2021 perlu
dilakukan upaya sebagai berikut:

4. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati
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indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-

bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai
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dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara
signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar.

5. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
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melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan,
serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas
pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

6. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih

luas dalam mengikuti Diklat

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2021
melaksanakan S (lima) program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2
Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang
dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 51 subkegiatan dengan alokasi anggaran
belanja daerah sebesar Rp.18.052.000.000,- (delapan belas milyar lima pulu
dua juta rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.
17.953.502.500,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima
ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 98.497.500,-
(sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah). Dalam pelaksanaan mengalami beberapa perubahan yang
tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021
berkurang sebesar Rp. 1.837.110.849,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh
tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)
atau sebesar 10,18 persen menjadi Rp. 16.214.889.151 (enam belas milyar
dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu
seratus lima puluh satu rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021
sebesar Rp. 14.064.482.728,- (empat belas milyar enam puluh empat juta
empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)

atau 86,44 persen.
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Rendahnya serapan anggaran APBD dikarenakan adanya
pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19
mengakibatkan beberapa kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan.
Beberapa kegiatan yang terdampak Covid-19 tersebut antara lain pada

kegiatan Job Fair dan Padat Karya Infrastruktur.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM SKPD

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tertuang bahwa pada
kurun waktu 2005 - 2025 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan
melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong
terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula
terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas
pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program
pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika
kebutuhan industry dan persaingan global, hubungan industrial yang
harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang
memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan
industrial yang memuaskan semua pihak.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong

terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta

meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja
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Pendahuluan

informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang
harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang
memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial
yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang
diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas
yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah
yang tinggi pula. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan
dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang
strategis untuk efektivitas dan efesiensi peningkatan kualitas tenaga
kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.
Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi
profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan
global.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan bagian
dari Pemerintah Kota Makassar dengan tugas dan tanggung jawab
dalam hal pelayanan umum ketenagakerjaan yang meliputi
perencanaan, perluasan dan penempatan, pelatihan peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan
industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan
ketenagakerjaan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan
unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja
dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR




1.2.

dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun
2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun
mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media
untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk
mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi,
akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat
menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP
didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-
masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa
konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga
berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian
besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi
urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural
mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara

fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional
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Pendahuluan

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta
Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program
penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap
sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas
daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak
mengenal batas wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Makassar, Dinas KetenagakerjaanKota Makassar mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang tenaga kerja;

2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang
tenaga kerja;

4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang
tenaga kerja; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Makassar nomor
90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja;

4

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR




10.
11.

12.
13.
14.
15.

Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan
kegiatan Sekretariat dan BidangPelatihan Kerja, Bidang Informasi
Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK)dinas;

Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dinas;

Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (SP) dinas;

Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas
organisasi dan tata laksana;

Melaksanakan pelatihan berdasarkanunit kompetensi.
Melaksanakan pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin dan
pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Melaksanakankonsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
Melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja;
Melaksanakan pelayanan antar kerja;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
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(LKJIP) Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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16. Pengelolaan informasi pasar kerja;

17. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan);

18. Penerbitan perpanjangan IMTA,;

19. Memfasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

20. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya;

21. Melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke
pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;

22. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

23. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang
berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

24. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;

25. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai
dengan lingkup tugasnya;

26. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

27. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wali kota
melelaui sekretaris Daerah;

28. Melaksanakan tugaskedinasan lainnya yang diberikan oleh wali
kota.

Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut, bagan
struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
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1.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam perkembangannya, kondisi ketenagakerjaan sampai
saat ini tetap menunjukan suatu permasalahan yang kompleks dan
akan selalu berkembang seiring pertumbuhan sosial, politik, ekonomi,
keamanan serta kebijakan Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menghadapi berbagai
permasalahan yang harus diatasi agar tidak merugikan dan isu-isu
strategis yang harus diantisipasi pada saat sekarang agar mendukung

kinerja organisasi.

A. Permasalahan
Beberapa  permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Makassar pada Tahun 2021
antara lain:
1. Adanya pandemi covid-19 yang berimbas pada ditutupnya
banyak tempat-tempat usaha.
Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah
kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan
ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai
menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas.
Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika
ketenagakerjaan di Makassar. Tidak hanya pengangguran,
penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan
adanya pandemi Covid-19. Para penganggur ini semakin sulit
mendapatkan pekerjaan. Apalagi mereka akan bersaing dengan
pengangguran baru, dikarenakan jumlah pengangguran ini
dapat dipastikan akan bertambah, mengingat adanya pandemi
covid-19 telah menyebabkan mereka yang tadinya memiliki

pekerjaan menjadi kehilangan pekerjaan.
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2. Permasalahan banyaknya kesempatan kerja yang tidak

dapat diisi akibat ketidaksesuaian kompetensi

(LKJIP) Tahun 2021

Persoalan pengangguran dipicu tiadanya kesesuaian antara
jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini
memicu tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan

pekerjaan kelompok tidak terampil. Fenomena ini imbas dari

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

kegagalan lulusan pendidikan tinggi, khususnya para sarjana,
yang juga menganggur dan akhirnya mengambil jatah lulusan
SMA.

3. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan lapangan kerja baru
Fenomena lapangan kerja yang tidak sesuai antara kebutuhan
pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja
disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di
kalangan anak muda yang baru lulus sekolah yang
mengandalkan informasi dari hasil obrolan dengan teman atau
keluarga.

4. Keterampilan tenaga kerja rendah
Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan
pengusaha. Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa
kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru
lulus sekolah.

5. Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi
Masyarakat miskin tidak hanya dari kalangan pengangguran
atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar
43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah
garis kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan
tingginya harga barang.

6.Lemah dan belum kondusifnya iklim investasi dalam
menghadapi pasar global

Secara umum iklim investasi di Kota Makassar dipengaruhi oleh

faktor-faktor non ekonomi, seperti kestabilan politik, penegakan
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hukum, pertanahan, kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa,
komitmen pemerintah, layanan perbankan, dukungan
infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah.

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak
transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan
menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos
kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat,
dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus
perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi

usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif.

B. Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman yang harus

diantisipasi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Makassar

antara lain:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
Memang tingkat pertumbuhan ekonomi di Makassar akhir-akhir
ini mengalami kemajuan. Namun kenyataannya, yang terjadi
adalah pasar kerja tetap saja tidak mampu menyerap angkatan
kerja yang ada dan para penganggur yang telah ada.
Kesempatan kerja masih terbatas disebabkan karena jumlah
angkatan kerja masih lebih besar dari peluang kerja atau
kesempatan kerja yang tersedia. Terbatasnya kesempatan kerja
baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang
dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja menjadi salah satu
penyebab masalah masih tingginya tingkat pengangguran usia
muda di Indonesia.
Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja
ini dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan penciptaan
lapangan pekerjaan baik formal maupun informal yang
dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat
untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih Iluas

sepertipengembangan industri padat karya yang mampu

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR



http://wartakota.tribunnews.com/tag/tenaga-kerja/

menyerap tenaga kerja yang besar, memperbanyak kesempatan

kerja melalui wirausaha yang dapat dilakukan oleh semua

(LKJIP) Tahun 2021

lulusan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai lulusan
universitas/perguruan tinggi.
.Rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan

formal maupun keterampilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kualitas tenaga kerja dalam suatu daerah dapat ditentukan
dengan melihat tingkat pendidikan daerah tersebut. Sebagian
besar tenaga kerja di Makassar, tingkat pendidikannya masih
rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu
pengetahuan dan  teknologi menyebabkan rendahnya
produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh
terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa
Kecakapan seorang tenaga kerja pastinya berpengaruh pada
daya jualnya di pasar tenaga kerja serta dalam produktifitasnya
ketika manghasilkan barang dan jasa.

Dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas rendah, maka
pengangguran akan semakin berkembang hebat. Karena dunia
kerja hanya menyerap tenaga kerja yang mempunyai kualtas
dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan mereka yang
berkualitas rendah akan langsung disingkirkan. Atau paling
tidak jika seorang tenaga kerja hanya mempunyai kualitas
rendah, dia akan menjadi tenaga kerja yang menangani
pekerjaan kasar dan berat

.Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial
dampak pandemi Covid-19

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk
antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa
yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan

pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala,
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diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis belum
sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi dan
jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya
dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
seperti : Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama
(PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, LKS Tripartit , Peran
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) serta Asosiasi
Pengusaha.

Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih
dihadapkan pada persoalan pengupahan. Penetapan Upah
Minimum Kota sebagai jaring pengaman di dalam
pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai harapan. Disamping
pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerja/buruh
adalah terkait dengan penghapusan outsourcing.

Perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari,
bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya
menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut
menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha masih cenderung melihat hubungan kerja
berdasakan “hak”, sehingga prinsip-prinsip musyawarah untuk

mufakat sulit tumbuh dan berkembang di perusahaan.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja, yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2021 yang memuat
Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada
tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 disusun berpedoman
pada Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota

Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
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Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 dan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sesuai amanah Pasal 147 ayat
1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana
pada tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar belum memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar belum menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA).

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada Rancangan
Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2021, dimana pada Tahun 2021
Dinas Ketenagakerjaan belum memiliki Rencana Strategis (RENSTRA)
dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai
berikut :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah,

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang
ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok,
fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga
prinsip sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan

pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah
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Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar.
Dengan Tema RKPD Kota Makassar Tahun 2021

(LKJIP) Tahun 2021

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif Dalam
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Infrastruktur

Berkelanjutan dan Berkeadilan”, dengan 3 (tiga) arah kebijakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

prioritas pembangunan yaitu Infrastruktur, Ekonomi Hijau dan

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan RKPD Kota

Makassar Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman,
sarana/prasarana perkotaan, kawasan pesisir, dan pemanfaatan
sumberdaya perikanan dan pulau-pulau,;

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing

perdagangan dan jasa;

Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah;

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

SR

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin

kehidupan Kota yang nyaman;

7. Terpeliharanya ketertiban dan ketentraman dalam menjamin
kehidupan kota yang nyaman;

8. Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong
literasi warga kota dalam wawasan masa depan;

9. Berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama, dan
harmoni sosial dalam kehidupan kemasyarakatan;

10. Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
yang memuaskan.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang
akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat

dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.
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Dari pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan
sasaran strategis dimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
berkontribusi dalam pencapaian prioritas pembangunan dalam
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing
perdagangan dan jasa (2) serta Terlindunginya golongan masyarakat
lapis bawah (3) pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Makassar Tahun 2021.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan

Tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BERBASIS DAYA SAING SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG
HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR TUJUAN TARGET

1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 60,00%
2.Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja 2,50%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya 1.1. Rasio kesempatan 89,00%
Kesejahteraan kerja terhadap
Masyarakat dengan penduduk usia 15
Pemerataan Kesempatan tahun ke atas
Kerja yang Didukung 1.2. Proporsi tenaga 33,00%
oleh Kualitas dan kerja yang
Produktifitas Tenaga berusaha sendiri
Kerja dan pekerja bebas

keluarga terhadap
total kesempatan
kerja
1.3. Tingkat 60,00%
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
2. Meningkatnya 2.1. Angka sengketa 2,50%
Hubungan Industrial pengusaha-
yang Harmonis serta pekerja per tahun
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55
E]
: 3
Kesejahteraan Tenaga 2.2. Upah rata-rata 18.532 2 E
Kerja per jam pekerja o
3. Terwujudnya administrsi 3.1. Indeks Kepuasan 85 8 E
pelayanan Masyarakat ﬁ =
ketenagakerjaan yang 3.2. Nilai Akuntabilitas A g
efektif, akuntabel, dan Kinerja (SAKIP) E
transparan g
d
Q
a

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang
harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor
formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri
maupun di luar negeri;

2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal
yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di
sektor informal;

3. Pengembangan  jejaring informasi pasar kerja untuk
mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;

4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif
dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan
perluasan kesempatan kerja di sektor informal,

5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas
tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru
yang berdaya saing;

6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;

7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan
kepada pengusahan dan pekerja;

Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
Meningkatkan  kualitas tata  kelola persyaratan  kerja,
kesejahteraan dan analisis diskriminasi;

10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh.

17

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR



Bab II
Perencanaan Kinerja

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan
mengantisipasi isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang dalam
pembangunan ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai

berikut:
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Tabel 2.2

Permasalahan
/ Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja | Indikator Sasaran Program
Isu Strategis

Terbatasnya
kesempatan kerja
yang tersedia

Pengembangan sistem jejaring informasi lowongan kerja
untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar
kerja

Memberikan pelayanan administrasi yang optimal bagi
pencari kerja AK.1 s/d AK.5

Pembudayaan kewirausahaan, pembinaan padat karya
produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk
mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor
informal

Masih rendahnya
kualitas tenaga
kerja baik dari segi
pendidikan formal
maupun
keterampilan

Mengoptimalkan pelatihan kerja dengan mengacu kepada
kebutuhan pasar kerja

Sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam
penghantaran kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga
pelatihan kerja (LPK)

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Meningkatnya
Pemerataan
Kesempatan Kerja
yang Didukung
oleh Kualitas dan
Produktifitas
Tenaga Kerja

¢ Rasio kesempatan

Pelatihan dan

kerja terhadap penmgkatap
. kompetensi

penduduk usia 15

tenaga
tahun ke atas .

kerja

°

ng.k gt . Perluasan dan
Partisipasi

Angkatan Kerja
(TPAK)

pengembangan
tenaga kerja

e Proporsi tenaga
kerja yang
berusaha sendiri
dan pekerja bebas
keluarga terhadap
total kesempatan
kerja

Sistem
informasi pasar
kerja dan
peningkatan
produktivitas
tenaga kerja

Tingginya angka
kasus
perselisihan
hubungan
industrial dampak
pandemi Covid-19

Mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan berusaha
sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan
pengusaha

Melaksanakan mediasi guna memberikan solusi
penyelesaian perselisihan HI yang menguntungkan kedua
belah pihak namun tidak bertentangan dengan ketentuan
yang ada

Memberikan pemahaman tentang Peraturan
Ketenagakerjaan kepada pengusahan dan pekerja
Melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan pendidikan
hubungan industrial di perusahaan

Perbaikan syarat-syarat kerja dan sistem pengupahan

Meningkatnya
Hubungan
Industrial yang
Harmonis serta
Kesejahteraan
Tenaga Kerja

e Angka sengketa
pengusaha-
pekerja per tahun

e Upah rata-rata
per-Jam Pekerja

Hubungan
industrial dan
jaminan sosial
tenaga

kerja
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2.2.

Secara lengkap, muatan dokumen Rencana Kerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 disajikan dalam

Lampiran 1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama menggambarkan hasil-hasil yang
utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan
indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar ditetapkan dengan mengacu pada
Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021.
Indikator kinerja utama ditetapkan berjenjang, sebagai ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin
dicapai.Indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar yang digunakan untuk tahun 2021 ditetapkan sebagai
berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
] Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

m Sasaran Strategis Indikator Kinerja

I | Meningkatnya Kesejahteraan 1. Rasio kesempatan kerja
Masyarakat dengan Pemerataan terhadap penduduk usia 15
Kesempatan Kerja yang tahun ke atas
Didukung oleh Kualitas dan 2. Proporsi tenaga kerja yang
Produktifitas Tenaga Kerja berusaha sendiri dan pekerja

bebas keluarga terhadap total
kesempatan kerja
3. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK)

II | Meningkatnya Hubungan 4. Angka sengketa pengusaha-
Industrial yang Harmonis serta pekerja per tahun
Kesejahteraan Tenaga Kerja 5. Upah rata-rata per-Jam Pekerja

I | Terwujudnya Administrsi 6. Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Ketenagakerjaan 7. Nilai Akuntabilitas Kinerja
yang Efektif, Akuntabel, dan (SAKIP)

Transparan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Lampiran 2.
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2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Berdasarkan APBD yang telah disepakati oleh DPRD, maka

(LKJIP) Tahun 2021

dalam waktu satu bulan SKPD diwajibkan menyusun dokumen
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari
Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah
satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun Perjanjian
Kinerja tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh
unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Target capaian kinerja tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar sebagai berikut :
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Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2021

PERJAMJIAN KINERJA TAHUNM 2021

Calam rargka mewujudkan manajgmen pemerntahan yang efekif, transparan dan
akuntzhel serta beroreantas pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama 1 Drs A 1RGN BARGSAYWUAN, M5

Jabatan 1 KEPALL DINAS KETENAGAKER IAAN
Selanjuinya dsebut pihsk pectama

KT i Prol. DR, I RUDY DOAMALLIDDNN, M.Eng

labatan  : T WALIKOTA MAKASSAR

selabou atasam pihak pertama, selarjutnya disebut péhak kedua

Pihak pertama berfanii akan mewuudican target kinefa yang seharusnya sesuai
lampran perjanjian ini, dadam rangka mencapai target kinerja jangka menengab seperti
yarg telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
PRAM BANGESAWARNpencapaian tagel kinerja tersebut menjadi tanggung jawaly kami.

Finak kedua akan meiakian super-.-lsi yang diperlukan sema akan muelakukan avalussi
terhadap capalan kinerja dar perfanfian inl dan mqngamtﬂl pindakan Yang dipseriukan
dalami IHIIEEH peaTeia pﬂngh:rﬁn.;rn dan sarksi,

larian o3

PlHAK K

Prof. DIAMALUDD N, M.Eng AN BANGEAWAN, M.5]
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

NO SASARAN STRATEQS INDIKATOR KINERSA TARGET
N0 () () @

1 [Meningkatnya Kesehbteraan |Raslo Kesempatan kerk terhadap % aok
Masyaraiat dengan perdaduk usiy 15 tahon ke Atas ot
Pemerataan Kesempatan Propors! tenaga werfa yang berusana
Kerja yang Okdukung oleh sondir] dan peicerja behas keluargs 33,00%
Kuattas din Produktifitas terhadap 10tal kesempatan kerna
Tenaga Kerla Tingkat Fartisipasd Anghatan Kerfa

1 [cTeax) ena
3 [Meningkatnya Hubungan Argka sengheta pengusaha pebora per y
LR

Industrial yang Harmons tahun
serta Keseahteraan Terags

Angka Kepesertaan PFrogram Jaminan

Upad rata-rata per-Jam Pekesia Rp. 1553
3 [Terwashuckrya Administes)
L~ Instayaran Ketenagakeriaan  |MOtRS Kepuasan Masyarakat 55,00
yang Efektsf, Akuntabel, dan [ :
Transparsn Nal A Atabileas Kinerja (SAKIP) A
ANGCGARAN KETERANCAN

1 Program Penunjang Urusan Pemedetashan Daersh  Rp  1.202.378.200
Kabupaten'Kata

2 Program Perencanaan Tenags Kerfs Rp 52468000
Produktivitas Tenaga Kema

3 Program Pelatihan Keria Dan Produktivitas Terags  fp  4.585,754.%50
Kes

4 FProgram Penempatan Tenaga Kerfa Rp 12413.880450

§ Program Hubungan Industrial Ap 768.519.200

Pj. WALIKOTAMAKASSAR
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Dalam Perjanjian Kinerja di atas total anggaran yang

disediakan adalah Rp. 18.052.000.000,- (delapan belas milyar lima

puluh dua juta rupiah). Dalam pelaksanaan mengalami beberapa

perubahan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja

Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Tahun 2021 berkurang sebesar Rp. 1.837.110.849,-

(satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu

delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 10,18

persen menjadi Rp. 16.214.889.151 (enam belas milyar dua ratus

empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus

lima puluh satu rupiah).

1.

Adapun rincian perubahan anggaran sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 8
(delapan) kegiatan dan 28 (duapuluh delapan) subkegiatan dengan
anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.202.378.200,- (sebelas milyar
dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus
rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 8
(delapan) kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) subkegiatan yang
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 9.130.348.820,-
(sembilan milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh
delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau berkurang

18,50 persen (Rp. 2.072.029.380,-).

. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Program Perencanaan Tenaga Kerja pada tahun 2021
direncanakan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu)
subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 82.468.000,-
(delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu

rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi
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Rp. 46.860.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam
puluh rupiah) atau berkurang 43,18 persen (Rp. 35.608.000,-).

(LKJIP) Tahun 2021

. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada
tahun 2021 direncanakan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 6

(enam) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4.584.754.150,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat
juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp.
4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus
enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau berkurang
8,24 persen (Rp. 377.937.500,-).

. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan
melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan
dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.413.880.450,- (satu
milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh
ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya
mengalami perubahan menjadi Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar
seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu
empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau bertambah 55,29
persen (Rp. 781.692.031,-).

. Program Hubungan Industrial.

Program Hubungan Industrial pada tahun 2021 direncanakan
melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan dengan
anggaran dari APBD sebesar Rp. 768.519.200,- (tujuh ratus enam
puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus
rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi
Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau berkurang 17,34
persen (Rp. 133.228.000,-).
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Rencana
Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2021 pada Lampiran 5.
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(LKJIP) Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima)
program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan
yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2021,
secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah mencapai
kinerja cukup baik terkait pelaksanaan pembangunan di bidang
Ketenagakerjaan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari
penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
tertuang 3 sasaran dan 8 indikator kinerja dengan rincian sebagai

berikut :
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T TS Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Kerja (RENJA)
: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021

SASARAN INDIKATOR KINERJA

I | Meningkatnya Pemerataan 1 Rasio kesempatan kerja terhadap
Kesempatan Kerja yang penduduk usia 15 tahun ke atas
Didukung oleh Kualitas dan | 2 Proporsi tenaga kerja yang berusaha
Produktifitas Tenaga Kerja sendiri dan pekerja bebas keluarga

terhadap total kesempatan kerja
3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK

II | Meningkatnya Hubungan 4 Angka sengketa pengusaha-pekerja per
Industrial yang Harmonis tahun
Isérl;z Kesejahteraan Tenaga S5 Upah rata-rata per-Jam Pekerja

III | Terwujudnya Administrsi 6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Ketenagakerjaan
yang Efektif, Akuntabel, dan | 7 Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
Transparan

A.Capaian Kinerja Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu

penilaian yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana pada tabel berikut :

CNEY Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis
) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021

Rata-Rata Capaian
m Sasaran Strategis m 2021

Meningkatnya Pemerataan
Kesempatan Kerja yang Didukung oleh 99,82% 101,68%
Kualitas dan Produktifitas Tenaga
Kerja

2 | Meningkatnya Hubungan Industrial 84,35% 74,06%
yang Harmonis serta Kesejahteraan
Tenaga Kerja

3 | Terwujudnya Administrasi Pelayanan 99,25% 102,06
Ketenagakerjaan yang Efektif,
Akuntabel dan Transparan

Secara ringkas capaian kinerja masing-masing indikator
sasaran tersebut dapat digambarkan dalam Matriks Pengukuran

Pencapaian Sasaran pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021

[LEJIP| Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN

1 |Meningkatnya Pemerataan |1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk 50,00 51,83 | 103,66%
Kesempatan Kerja yang usia 15 tahun ke atas
Didukung oleh Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja

Lajroran Kinerja Instansi Pemerintah o

2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri % 33,00 32,38 | 101,88%
dan pekerja bebas keluarga terhadap total
kesempatan kerja

3.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 60,00 59,70 | 99,50%
Rata-Rata Capaian 101,68%

2 |Meningkatnya Hubungan 4. Angka sengketa pengusaha-pekerja per % 2,50 3,87 | 45,34%
Industrial yang Harmonis tahun

IS{ZI;‘EZ Kesejahteraan Tenaga 5.Upah rata-rata per-Jam Pekerja Rp. 18.532 19.046 102,77

Rata-Rata Capaian 74,06%

3 |Terwujudnya Administrsi 6.Indeks Kepuasan Masyarakat % 85,00 88,50 | 104,12%

;’zfg%r;:lii%e:;af;ﬁ?aan 7.Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A A 100,00%

dan Transparan Rata-Rata Capaian 102,06%

Persentase Capaian Target \ 93,51%

~
.
.
- -
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Adapun analisis capaian kinerja sasaran pada tabel di

atas sebagai berikut :

MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA YANG
DIDUKUNG OLEH KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA
KERJA

Capaian target kinerja sasaran pertama (1) yang diukur dengan 3

indikator kinerja utama adalah sebesar 101,68% atau kategori

sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran 1 Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama s G5 h Tahun 2021 .
2020
1. Rasio kesempatan kerja | 48,81% 50,00% | 51,83% 103,67%
terhadap penduduk usia
15 tahun ke atas
2. Proporsi tenaga kerja 32,18%% | 33,00% | 32,38% 101,88%
yang berusaha sendiri
dan pekerja bebas
keluarga terhadap total
kesempatan kerja
3. Tingkat Partisipasi 58,05% | 60,00% | 59,70% 99,50%
Angkatan Kerja (TPAK)
Rata-Rata Capaian Sasaran | 101,68%

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator
tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar
kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan
penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan
instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring
informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang
merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit
pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan
kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga

kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan
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wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja,

sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai

(LKJIP) Tahun 2021

dengan permintaan pasar kerja.
Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-
dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan

teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak
positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan
pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS).

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga
ditunjang oleh terbentuknya forum Human Resources Development
(HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota
Makassar.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh
terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang
merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran
dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai
kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjaring perusahaan
industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan
tenaga kerja.

Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh 3
program yaitu :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan
dan 1 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran
dari APBD sebesar Rp. 44.136.000,- (empat puluh empat juta
seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran

sebesar 43.887.600,- (empat puluh tiga juta delapan ratus
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delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 93,66
persen

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri
dari S5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang
dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.
4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus
enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 3.772.050.104,- (tiga milyar tujuh ratus
tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus empat rupiah) atau
sebesar 89,67 persen.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan
dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan
anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar
seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu
empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 964.127.023,- (sembilan ratus enam puluh
empat juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah)

atau sebesar 43,91 persen.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja

utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15
tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan
kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja
(penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan
untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk
yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah

penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja
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yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan

demmand side (penggangguran).

(LKJIP) Tahun 2021

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor

Rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
yang Bekerja
Jumlah Penduduk Usia Kerja
(15 Tahun ke Atas)

RK] = X 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penciptaan kesempatan kerja merupakan instrumen
yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan ketenagakerjaan. Keberhasilan pembangunan
ketenagakerjaan  sangat  ditentukan oleh = ketersediaan
kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Jadi, penciptaan kesempatan kerja harus dijadikan strategi
pokok dalam pembangunan. Dengan demikian perbaikan
ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara riil oleh
masyarakat, berupa tumbuhnya kesempatan kerja yang luas,
berkualitas, dan produktif.

Penciptaan kesempatan kerja pada hakikatnya menjadi
tanggung jawab dari berbagai pihak, meliputi pemerintah, dunia
usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. Penciptaan
kesempatan kerja merupakan salah satu hak dasar yang dijamin
Undang-Undang Dasar 1945. Penciptaan kesempatan kerja juga
memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan
serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat,
sesuai dengan upaya pencapaian konsep SDGs (Sustainable
Development Goals).

Pada Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas sebesar 50 persen. Dari target yang ditetapkan, capaian
Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2021 sebesar 51,83 persen

atau dengan tingkat capaian sebesar 103,67 persen. Dimana dari
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1.215.291 penduduk usia 15 tahun ke atas, yang bekerja
sebanyak 629.933 jiwa.

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator
tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar
kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan
penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama
dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar,
pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan
bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang
dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan
Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan
dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran
dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas
Ketenagakerjaan. BKK  merupakan wadah  dalam
mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah
dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan
pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-
dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan
teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para
pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan
berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga
melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS).

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga
ditunjang oleh terbentuknya forum Human Resources
Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang
berada di Kota Makassar.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh
terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang
merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
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dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran

dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai
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kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjaring perusahaan
industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan
tenaga kerja.

Selain faktor pendorong keberhasilan pencapain

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

indikator penempatan tenaga kerja, terdapat beberapa factor

penghambat antara lain :

e Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara
optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional
pengantar kerja (2 orang);

e Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap
penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal
dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal
masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan
kurang tertarik berusaha di sektor informal,

e Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan
untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya
Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan
apabila telah diterima bekerja.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk
dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan
realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk
regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang
menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera
melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan
pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Selain
itu akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan
akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan
Penempatan Tenaga kerja. Serta penambahan Pejabat Fungsional

Pengantar Kerja.
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2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas

keluarga terhadap total kesempatan kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan
pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.
Indikator ini menunjukan berapa persen penduduk yang bekerja
di dalam kegiatan informal atau disebut pekerja rentan. Target
untuk indikator ini sebesar 33 persen dan terealisasi sebesar
32,38 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 101,88 persen.
Dimana dari 629.933 total kesempatan kerja sebanyak 203.998
merupakan tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas
keluarga.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas
keluarga terhadap total kesempatan kerja tersebut di atas adalah
sebagai berikut:

Jumlah Tenaga kerja yang berusaha

Proporsi tenaga kerja yang berusaha - .
sendiri dan pekerja bebas keluarga % 100%

sendiri dan pekerja bebas keluarga = '
terhadap total kesempatan kerja Jumlah Kesempatan kerja

Perlu diketahui, indikator ini bermakna negatif, artinya
jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya,
atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya,

sehingga digunakan rumus :

Target-(Realisasi-Target)
= x 100%
Target

Pekerja rentan merupakan pekerja sektor informal
yang kondisi kerja mereka yang jauh dari nilai standar, memiliki
resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan
terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah
rata-rata, seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan
pekerja bukan penerima upah lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa

upaya dalam menurunkan jumlah pekerja rentan dengan
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perluasan kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sektor informal

cukup banyak berkembang dewasa ini sesuai dengan kebutuhan
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masyarakat. Kondisi ini menjadi pendorong sekaligus peluang
yang cukup besar dalam pengembangan dan peningkatan
kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang dapat menciptakan

lapangan kerja baru. Namun globalisasi dan iklim persaingan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang semakin ketat juga menuntut sektor informal untuk
semakin kreatif dan produktif tidak hanya untuk berkembang
tapi juga untuk dapat bertahan.
Pemerintah Kota '
Makassar melalui Dinas
Ketenagakerjaan melaksanakan
berbagai kegiatan dalam Program

Peningkatan Kesempatan Kerja

salah satunya agar kelompok
usaha sektor informal dapat mempertahankan atau bahkan
meningkatkan perannya dalam penyerapan tenaga Kkerja.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini adalah Pembinaan
Kelompok Usaha Mandiri dan Padat Karya Produktif Teknologi
Tepat Guna.

. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu
indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang
penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari
merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa
indikator yang dapat mengambarkan partisipasi angkatan kerja.
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia
kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan
namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Target untuk indikator ini sebesar 60 persen dan

terealisasi sebesar 59,70 persen atau dengan tingkat capaian
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sebesar 99,50 persen. Dimana dari 1.215.291 penduduk usia
kerja (15-64 tahun) sebanyak 725.529 penduduk angkatan kerja.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut di atas adalah
sebagai berikut:

Jumlah penduduk
angkatan kerja
Jumlah Penduduk Usia
Kerja (15 Thn ke atas)

TPAK =

x 100%

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki
keahlian, keterampilan dan kompetensi sebagai bekal untuk
bekerja dan berwirausaha. Pelatihan berbasis kompetensi
merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada
penguasaan kemampuan kerja.

Untuk mendapatkan
kompetensi kerja yang
memadai, calon tenaga kerja
harus dibekali pelatihan agar

dapat bekerja. Pelatihan kerja

dimaksudkan untuk =

memperoleh, meningkatkan, ‘ /
serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sebagai bekal untuk bekerja. Keterampilan/kompetensi
sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di
pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan gaji sesuai
tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Rumusan ini
didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan
kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan

standar kompetensi yang ditetapkan.
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MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS
SERTA KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Capaian target kinerja sasaran kedua (2) yang diukur
dengan 2 (dua) indikator kinerja utama adalah sebesar 74,06% atau

kategori sedang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2 Rencana Kerja
anet o. Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama E;‘z;;t;llg Tahun 2021 Capaian
=

1. Angka sengketa 6,81% 2,50% 3,87% 45,34 %
pengusaha - pekerja
pertahun

2. Upah rata-rata per-jam | 18.817 18.532 19.046 | 102,77%
pekerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Rata-Rata Capaian Sasaran 74,06%

Adapun faktor penghambat dari keberhasilan indikator
tersebut antara lain karena dampak pandemic Covid-19 sehingga
terjadi gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan
penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah
menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami
kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja
maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran
terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Hal
ini menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara
perusahaan dan pekerja masih tnggi.

Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial
terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan
antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus
Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
(PB) mengalami penurunan.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan

pencapaian target/kinerja antara lain terbentuknya LKS Tripartit
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yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu
Ketenagakerjaan dan dewan pengupahan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk
dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja
antara lain dengan mengoptimalkan komunikasi antara semua
pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-
kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya serta
penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh 1
program yaitu :

1. Program Hubungan Industrial
Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7
(tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari
APBD sebesar Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta
dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 604.263.778,- (enam ratus empat
juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh

delapan rupiah) atau sebesar 95,12 persen.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja

utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Dari target 2,50 persen angka sengketa pengusaha-
pekerja pertahun terealisasi sebesar 3,87 persen atau dengan
capaian sebesar 45,34 persen dimana angka sengketa
pengusaha-pekerja selama tahun 2021 sebanyak 212 kasus
dari jumlah perusahaan yang ada di Kota Makassar sebanyak
5.483 perusahaan.

Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya
jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya,

atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya
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Angka sengketa pengusaha-pekerja sebanyak 212

kasus pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun

(LKJIP) Tahun 2021

2020 sebanyak 326 kasus. Hal ini dikarenakan banyaknya
tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19. Dampak
Pandemi Covid-19 banyak tenaga kerja mengalami pemutusan

hubungan kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun tersebut di atas
adalah sebagai berikut:

3 Kasus Perselisihan HI yang
dilaporkan
3 Perusahaan di Kota Makassar

Angka Sengketa = x 100%

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara
tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya
berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak
melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya.
Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat
menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja
dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial
wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui
perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak.
Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua
belah pihak yang sedang  berselisih mencatatkan
perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada
pihak yang Dberselisih untuk meyelesaikan alternatif
penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi,
konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut
memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka

penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada

mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera
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dilaksanakan mediasi.
Berdasarkan latar  belakang
sebagaimana yang telah diuraikan
tersebut, maka permasalahan

yang dibahas adalah bagaimana

Peran Dinas Ketenagakerjaan
sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas
Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2021 telah berhasil
menyelesaikan 203 kasus dari 212 kasus yang dilaporkan. Dari
203 kasus yang diselesaikan sebanyak 79 secara Bipartit, 82
secara Perjanjian Bersama dan 44 secara Anjuran. Sedangkan

9 kasus masih dalam proses mediasi.

2. Upah rata-rata per-jam pekerja

Dari target Rp. 18.532 upah rata-rata per-jam pekerja
terealisasi sebesar Rp. 19.046 dengan persentase capaian
sebesar 102,77 persen.

Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar
1,22%. Pada tahun 2021 penetapan Upah Minimum Kota
Makassar untuk tahun 2022 sebesar Rp. 3.294.962,- meningkat
dari tahun 2020 dengan penetapan Upah Minimum Kota untuk

tahun 2021 sebesar Rp. 3.255.403,-

TERWUJUDNYA ADMINISTRASI PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN
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Capaian target kinerja sasaran ketiga (3) yang diukur

dengan 2 (dua) indikator kinerja utama adalah sebesar 102,06%

(LKJIP) Tahun 2021

atau kategori sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 5 Rencana Strategis
: Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Existing Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(IKU) Tza;l 2u (:1 Realisasi Capaian
1. Indeks Kepuasan 82,33% | 85,00% 88,50% | 104,12%
Masyarakat
2. Nilai Akuntabilitas A A A 100,00%
Kinerja (SAKIP)

Rata-Rata Capaian Sasaran | 102,06%

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan
pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 antara lain
ketersediaan anggaran dan komitmen pimpinan dan ASN Lingkup
Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk
dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja
antara lain dengan peningkatan tata kelola penyelenggaraan
pelayanan ketenagakerjaan untuk menunjang mempercepat
sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang
komprehensif.

Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh 1

program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua
puluh tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran
dari APBD sebesar Rp. 9.185.348.820,- (sembilan milyar seratus

delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu

delapan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran
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sebesar Rp. 8.680.154.223,- (delapan milyar enam ratus delapan
puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh
tiga rupiah) atau sebesar 94,50 persen.
Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja
utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
1.Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2021, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan
sebesar 85% indeks kepuasan pelayanan administrasi
perkantoran. Dari target 85% direalisasikan sebesar 88,50%
dimana persentase capaiannya sebesar 104,12%.

Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas
Ketenagakerjaan di evaluasi secara periodik melalui indeks
kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Evaluasi
dilakukan dengan memberikan kuesioner atau angket kepada
pengguna layanan. Dimana dari 200 angket yang disebar
sebanyak 197 orang menyatakan puas. Selanjutnya terdapat 5
indikator yaitu prosedur, waktu pelayanan, prilaku pelaksana

pelayanan, maklumant pelayanan dan pengaduan.
Tabel 3.7 Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kriteria Nilai Kepuasan Kategori Nilai
Pelayanan

81 - 100 Sangat puas S
2 61 - 80 Puas 4
3 41 - 60 Cukup/sedang 3
4 21 -40 Tidak puas 2
5 >20 Sangat tidak puas 1

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
Pada tahun 2021, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan
mendapatkan nilai A dalam penilaian penerapan SAKIP pada
Dinas Ketenagakerjaan dengan realisasi nilai A atau dengan

capaian 100,00%.
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B.Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Kota Makassar
Diketahui Kota Makassar baru menyusun dokumen
RPJMD pada tahun 2021 untuk perencanaan pada tahun 2022-
2026. Sehingga kinerja belum dapat di ukur.

REALISASI KEUANGAN

Dinas Ketenagakerjaan dalam Tahun Anggaran 2021
mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 16.269.889.151,- dengan
realisasi sebesar Rp. 14.064.482.728,- atau sebesar 86,44%, dengan

rincian sebagai berikut:
Tabel 3.8 Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan
anes . Kota Makassar Tahun Anggaran 2021

PROGRAM PAGU REALISASI | caopaIN
ANGGARAN ANGGARAN

Penunjang Urusan 9.130.348.820 8.680.154.223 | 94,50%
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2 | Perencanaan Tenaga 46.860.000 43.887.600 | 93,66%
Kerja

3 | Pelatihan Kerja Dan 4.206.816.650 3.772.050.104 | 89,67%
Produktivitas Tenaga
Kerja

4 | Penempatan Tenaga 2.195.572.481 964.127.023 | 43,91%
Kerja

5 | Hubungan Industrial 635.291.200 604.263.778 | 95,12%

TOTAL 16.269.889.151 | 14.064.482.728 86,44%

Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 8.680.154.223,- atau 94,50%
dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 9.130.348.820,-.
Adapun silpa untuk program tersebut sebesar Rp. 505.194.597,- yang
merupakan efisiensi dari beberapa item belanja antara lain ATK,
makan minum dan pemelihraan.

Realisasi belanja Program Perencanaan Tenaga Kerja

sebesar Rp 43.887.600,- atau 93,66% dari alokasi anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp 46.860.000,-. Adapun silpa untuk program
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tersebut sebesar Rp. 2.972.400,- yang merupakan efisiensi dari

belanja ATK.

Realisasi belanja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas

Tenaga Kerja sebesar Rp 3.772.050.104,- atau 89,67% dari alokasi

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4.206.816.650,-. Adapun silpa

untuk program tersebut sebesar Rp. 434.766.546,- yang merupakan
efisiensi belanja. Selain itu pada subkegiatan Konsultansi

Produktivitas pada Perusahaan Kecil dimana terdapat konsultansi K3

yang dalam target perencanaan selama 4 hari direalisasikan selama 2

hari.

Realisasi belanja Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar

Rp 964.127.023,- atau 43,91% dari alokasi anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp 2.195.572.481,-. Adapun silpa untuk program tersebut

sebesar Rp. 1.231.445.458,-. Rendahnya serapan pada program
tersebut antara lain disebabkan :

a. Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja tidak dapat dilaksanakan
dikarena tidak terbitnya persetujuan Surat Permintaan Dana (SPD)
beberapa rincian belanja penting dalam pelaksanaan kegiatan
sehingga secara keseluruhan kegiatan Job Fair tidak dapat
dilaksanakan. Sedangkan diketahui Job Fair merupakan salah satu
kegiatan yang mendukung pencapaian penempatan tenaga kerja;

b. Pada subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dari 4 lokasi padat
karya infrastruktur yang dapat dilaksanakan hanya 1 (satu lokasi)
dikarenakan keterlambatan proses tender dan faktor cuaca.

Realisasi belanja Program Hubungan Industrial sebesar Rp

604.263.778,- atau 95,12% dari alokasi anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp 635.291.200,-. Adapun silpa untuk program tersebut

sebesar Rp. 31.027.422,- yang merupakan efisiensi belanja ATK.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 yang merupakan penjabaran
dari Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Kerja Tahun
2021 tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.
Secara umum capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar di
tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar telah dapat memenuhi sasaran yang
telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari
capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Pertama, “Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang
Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja” rata- rata
capaiannya sebesar 101,68% atau dalam kategori berkinerja sangat

tinggi;
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b. Sasaran Kedua, “Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis
serta Kesejahteraan Tenaga Kerja” rata-rata capainnya sebesar
74,06% atau dalam kategori berkinerja sedang;

c. Sasaran Ketiga, “Terwujudnya Administrsi Pelayanan
Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan” rata-rata
capaiannya sebesar 102,06% atau dalam kategori berkinerja sangat
tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2021
perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan
menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan
pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang
hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis
dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar.

2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang
berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna
peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tugasnya.

3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih

luas dalam mengikuti Diklat

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2021
melaksanakan S (lima) program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2
Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang
dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 51 subkegiatan dengan alokasi
anggaran belanja daerah sebesar Rp.18.052.000.000,- (delapan belas
milyar lima pulu dua juta rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar

Rp. 17.953.502.500,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga

juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.
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98.497.500,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam pelaksanaan mengalami beberapa
perubahan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Tahun 2021 berkurang sebesar Rp. 1.837.110.849,- (satu milyar
delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus
empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 10,18 persen menjadi Rp.
16.214.889.151 (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan
ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021
sebesar Rp. 14.064.482.728,- (empat belas milyar enam puluh empat juta
empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
atau 86,44 persen.

Rendahnya serapan  anggaran APBD dikarenakan adanya
pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19
mengakibatkan beberapa kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan.
Beberapa kegiatan yang terdampak Covid-19 tersebut antara lain pada
kegiatan Job Fair dan Padat Karya Infrastruktur.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar ini, adalah merupakan gambaran Kinerja

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar selama satu tahun.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021

Lampiran 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

RENCANA TARGET KINERJA
PROGRAM DAN KERANGKA
PENDANAAN

TARGET
KINERJA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) /| KEGIATAN (OUTPUT)

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

(7)

KETENAGAKERJAAN 16.214.889.151

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Meningkatkan Tingkat Partisipasi 1 Meningkatnya 1.1 Rasio kesempatan kerja Persentase Kebutuhan Perencanaan 50,00% 46.860.000
Kesejahteraan Angkatan Kerja Pemerataan Kesempatan terhadap penduduk usia SR SR S L Tenaga Kerja Yang Disusun
Masyarakat Sebesar 60% Kerja yang Didukung 15 tahun ke atas 'Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) 1 Dokumen 46.860.000
Berbasis Daya oleh Kualitas dan (RTK) yang disusun
Saing Serta Angka Sengketa Produktifitas Tenaga 1.2 Proporsi tenaga kerja yang 33% 212.07] 02]2.01| 02 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro [Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 50 Orang 46.860.000
Hubungan Pengusaha-Pekeria Kerja berusaha sendiri dan Penvusunan Rencana Tenaga Keria Mikro
Industrial Yang pekerja bebas keluarga 0 0 Program Pela a a Da Pers as sia 4 tidak bek a 00% 4.206.816.650
Harmonis Dalam terhadap total kesempatan Prod vitas Tenaga a dib an pembekalan pelatiha
Pembangunan Yang kerja Persentase tenaga kerja yang 50,00%
Berkelanjutan mendapatkan pelatihan berbasis
kewirausahaan
1.3 Tingkat Partisipasi 60% Persentase tenaga kerja yang 50,00%
Angkatan Kerja (TPAK) mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat
Persentase peserta pela an kompeten 9,00%
2 |2.07|03|2.01 P Pelatih d kan Unit |Ju: Pelatihan berdasarkan Unit 860 Orang 3.433.153.050
Kompetensi Kompetensi yang dilaksanakan
212.07]03]2.01| 01 |Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Jumlah instruktur Lembaga Pelatihan 620 Orang 3.178.930.050
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja |Kerja (LPK) mengikuti pelatihan
bherdasarkan Klaster Komnetensi neninpkatan komnetensi
212.07 | 03]2.01| 02 [Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama|Jumlah tenaga pelatihan Lembaga 240 Orang 254.223.000
dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan |Pelatihan Kerja (LPK) yang ditingkatkan
Instruktur serta Sarana dan Prasarana profesionalismenya
Lembaga Pelatihan Kerja
2 |2.07| 03 |2.02 Pembi: Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 75 LPK 94.622.000
|Swasta vang mendapat pembinaan
212.07]03]2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan 6 Kali 94.622.000
Swasta Keria Swasta
Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan 75 LPK
Lembaga Pelatihan swasta (LPK)
2 [2.07| 03 (2.03 Perizi: dan Pend Lemb. Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan 12 Bulan 234.161.600
Pelatihan Kerja Pendaftaran
212.07] 03]2.03| 01 [Penyediaan Sumber Daya Perizinan Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan 75 Orang 234.161.600
Lembaga Pelatihan Kerja secara Standar Mutu dan Tata Kelola LPK
Terintegrasi Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga 12 Bulan
Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang
2 |2.07| 03 |2.04 Konsultansi Produktivitas pada Jumlah P Kecil yang d; 200 Orang 150.846.000
Perusahaan Kecil Konsultansi Produktivitas
2| 2.07 [ 032.04| 01 |Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Jumlah Pembinaan Konsultasi 200 Orang 150.846.000
kepada Perusahaan Kecil Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
vane dilal 1akan
2 |2.07| 03 |2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 100 Orang 294.034.000
Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Produktifitas Perusahaan
2]2.07|03|2.05 1 |Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas |Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 25 Orang 294.034.000
Tenaga Keria Pengukuran Produktifitas Perusahaan
Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing 80 Orang
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2.07 Program Penempatan Tenaga Kerja Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar 85,00% 2.195.572.481
N I
Persentase Kesempatan Kerja Sektor
Informal pada Pencari Kerja

2 |2.07| 04 |2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota 12 Bulan 1.685.374.331
Kabupaten/Kota Makassar
2 12.07 | 04]2.01| 01 |Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar |Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database | 1 Dokumen 178.408.800
Keria Ketenagakerjaan
Jumlah Pelayanan Antar Kerja 12 Bulan
2| 2.07 | 04 |2.01| 02 |Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas |Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas 47.503.000
Ketenagakeriaan Ketenagakeriaan
2 ]2.07 | 04|2.01| 03 |Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja 40 Orang 1.459.462.531
mandiri
Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur 4 Lokasi
2 |2.07| 04| 2.02 P Izin Lemb P Jumlah Pelayanan Penerbitan 12 Bulan 72.905.400
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 1 dasi b, Izin LPTKS
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 12.07 | 04]2.02| 01 |Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS |Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS 12 Bulan 61.041.400
secara Terintegrasi secara Terintegrasi vang disediakan
2 |2.07 | 04 |2.02| 02 |Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah Pengawasan dan Pengendalian 4 Kegiatan 11.864.000|
LPTKS
2 |2.07| 04 |2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Informasi Pasar Kerja yang 1200 Loker 373.368.500]
dikelola
2 |2.07 | 04 [2.03| 01 |Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Jumlah Pemeliharaan dan Operasional 12 Bulan 23.232.000
Informasi Pasar Keria Online Avplikasi Informasi Pasar Keria Online
212.07| 04 |2.03| 02 |Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar |[Jumlah Pelayanan dan Penyediaan 12 Bulan 225.794.500
Kerja Online Informasi Pasar Keria Online
Jumlah Pemantauan LPTKS Swasta 6 Kali
212.07| 04 | 2.03| 03 |Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja 1 Kali 124.342.000
Online
2 |2.07| 04 |2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Jumlah PMI Purna Penempatan yang 20 Orang 63.924.250
P di Daerah Kab /Kota Diberi pembekalan pelatihan
212.07| 04 |2.04| 01 |[Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Jumlah Pekerja Migran Indonesia 20 Orang 63.924.250
Purna Penempatan (calon/purna vang diberikan pembinaan
Jumlah Bantuan Pemulangan PMI LS

2 Meningkatnya 2.1 Angka Sengketa 2,5% Program Hubungan Industrial - 635.291.200
Hubungan Industrial Pengusaha-Pekerja pertahun
yang Harmonis serta pertahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan
Kesejahteraan Tenaga Perjanjian Bersama (PB)

2.2 Upah rata-rata per-Jam 18.532 2 12.07|05(2.01 P h dan (Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan 12 Bulan 253.240.000
Pekerja P P Kerja P P PKB
212.07| 05]2.01| 01 |Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Jumlah Pembinaan dan Pemantauan 60 Orang 48.739.000
Perusahaan Outsourcing dan Pemborongan
Jumlah Pembinaan PKWT 60 Orang
212.07| 05]2.01| 02 |Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB 1 Kali 26.759.000
Perusahaan (Pembinaan PP/PKB)
Jumlah Peserta Pembinaan PP/PKB 60 Orang
(Pembinaan PP/PKB) Outsourcing dan
Pemborongan
212.07| 05]2.01| 03 |Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi [Jumlah Pemantauan Jaminan Sosial 1 Kali 177.742.000
Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan |Tenaga Kerja
Sosial Tenaga Kerja Jumlah Pemantauan Upah Minimum Kota 4 Kali
Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota 1 Kali
(UMK
Jumlah Pembinaan dan Pemantauan 60 Orang

Jaminan Sosial Tenaga Kerija
Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah 60 Orang
Minimum Kota
2 |2.07| 05 (2.02 han dan yelesai Jumlah Pelayanan Pencegahan dan 12 Bulan 382.051.200

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan |Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
di Daerah Kab /Kota ) h
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3 Terwujudnya Administrsi
Pelayanan
Ketenagakerjaan yang
Efektif, Akuntabel, dan
Transparan

3.1 Indeks Kepuasan
Masyarakat

3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja
(SAKIP)
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2.07

05

2.02

[

=

Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak
pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pemantau Kampanye Hari Buruh Sedunia

1 Kegiatan

24.082.000

2.07

05

2.02

02

Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak
pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah pelayanan mediasi pengaduan
perselisihan hubungan industrial

12 Bulan

187.383.200

2.07

05

2.02

0

&

Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi
Pengusaha, Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non
Afiliasi

Jumlah Pembinaan dan Pemantauan
Tujangan Hari Raya ( THR )

1 Kegiatan

Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

50 Orang

11.018.000

2.07

05

2.02

04

Pelaksanaan Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan

Persentase Ketersediaan Laporan
Keuangan Dan Laporan Kinerja
Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah
Terhadap Pelayanan Kesekretariatan

(Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan
Keuangan)

Persentase ASN Perangkat Daerah Yang 90,00%
Mendapat Peningkatan Kapasitas

Persentase Sarana Dan Prasarana
Aparatur Dalam Kondisi Baik

7 Kali

100,00%

90,00%

159.568.000

9.130.348.820

P F dan Jumlah Penyusunan Dokumen 11 128.638.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi| Dokumen
Kewirausahaan Kinerja Perangkat
2.07 | 01]2.01| 01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana 2 Dokumen 69.599.000
Perangkat Daerah Keria Perangkat Daerah
Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana 1 Dokumen
Strategis Perangkat Daerah
2.07 | 01]2.01| 02 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA{Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen 11.034.000
SKPD
2.07 | 01 | 2.01| 03 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan | 1 Dokumen 10.329.000
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
2.07 | 01 [ 2.01 | 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen 8.717.000
2.07| 01 | 2.01| 05 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan | 1 Dokumen 8.552.000
DPA-SKPD DPA-SKPD
2.07 | 01 |2.01| 06 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian 1 Dokumen 11.384.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja SKPD Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator 1 Dokumen
Kineria Utama (IKU) Perangkat Daerah
2.07 | 01 | 2.01| 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat DaeraH Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi 1 Dokumen 9.023.000
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP 1 Dokumen
Perangkat Daerah
2.07| 01 (2.02 A Jumlah dok 12 Bulan 7.650.632.949
Daerah yang tersusun
2.07 | 01 | 2.02| 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7.308.872.949
ASN
2.07| 01]2.02| 02 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Pengelolaan Administrasi 12 Bulan 245.760.000
Tugas ASN Keuangan
2.07 | 01 | 2.02 | 03 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan 12 Bulan 96.000.000
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Penguijian Verifikasi Keuangan SKPD
2.07( 01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada |Jumlah dok d i i k 12 Bulan 103.752.800
Perangkat Daerah yang tersusun
2.07 | 01]2.03| 01 |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor 12 Bulan 41.720.400
2.07| 01]2.03| 02 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada |Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan 12 Bulan 62.032.400
SKPD Barang Milik Daerah
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2.07| 01 |2.05 A Kepeg: P 4. Jumlah Pelaksanaan Administrasi 3 Jenis 126.621.400
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
2.07| 01]2.05| 01 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut [Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta 108 Pasang 64.800.000
Kelengkapannva kelengkapannnva
2.07 | 01| 2.05| 02 [Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Pelayanan Pendataan dan 12 Bulan 61.821.400
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.07| 01]2.05]| 03 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 Orang 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi vang diadakan
2.07( 01 | 2.06 Administrasi Umum kat Daerah |Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang 8 Jenis 263.509.382
Tersedia
2.07 | 01 ]2.06| 01 [Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi 8 Jenis 14.299.750
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik /Peneragan Bangunan
2.07| 01 ]2.06| 02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 84.654.632
Kantor
2.07 | 01| 2.06| 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan 4 Jenis 17.190.000
Penggandaan
2.07| 01]2.06| 06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan |Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 12 Bulan 19.500.000
Perundang-undangan
2.07 | 01| 2.06 | 08 [Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Makanan dan 12 Bulan 17.865.000
Minuman Tamu
2.07| 01 |2.06| 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Penyediaan Koordinasi dan 12 Bulan 110.000.000
Konsultasi SKPD Konsultasi Keluar Daerah
2.07(01|2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang 8 Jenis 68.042.269
F Urusan P ah Daerah Tersedia
2.07 | 01 ]2.07 | 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Unit 68.042.269
Jumlah Pengadaan AC 1 Unit
Jumlah Pengadaan Hardisk External 1 Unit
Jumlah Pengadaan Printer 1 Unit
2.07( 01 |2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan 486.462.220
Pemerintahan Daerah
2.07 | 01| 2.08| 01 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan 147.740.600
Kegiatan
2.07| 01]2.08| 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, 12 Bulan 263.544.020
Dava Air dan Listrik sumber dava air dan listrik
2.07 | 01 | 2.08 | 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga 12 Bulan 75.177.600
Kebersihan
Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor 12 Bulan
2.07| 01 |2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik 4 Jenis 302.689.800
j Urusan intahan Daerah |Daerah
2.07| 01 ]2.09| 01 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan 1 Unit 30.324.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Secara Rutin/berkala
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2.07 | 01 | 2.09 | 02 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara 1 Unit 238.445.800
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional 6 Unit
Lapangan Secara Rutin/Berkala
Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional 7 Unit
Secara Rutin/Berkala
2.07| 01 |2.09| 06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop 15 Unit 33.920.000
Secara Rutin/Berkala
Jumlah Pemeliharaan Printer Secara 5 Unit
Rutin/Berkala
Jumlah Pemeliharaan AC Secara 8 Unit

Rutin/Berkala

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

53



SKPD
Tujuan

Sasaran
Tugas

Pokok
Fungsi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
: Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera Serta Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam Pembangunan Yang

Berkelanjutan

: 1.
2.
3.
: Merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan meliputi perencanaan

Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja;
Terwujudnya Administrsi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan di Semua Tingkat.

perluasan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, serta hubungan

: 1.

2.

Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan,
produktivitas tenaga kerja, seerta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Pelaksanaan pengendalian operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan,
produktivitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Pelaksanaan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannva;
. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. [

UNIT
n SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENJELASAN PENANGGUNG |KETERANGAN
JAWAB

1 Memngkatnya Pemerataan 1. |Rasio kesempatan kerja terhadap > Jumlah penduduk yang bekerja < 100%
Kesempatan Kerja yang penduduk usia 15 tahun ke atas > Penduduk usia + 15 tahun
Didukung oleh Kualitas dan | 2 |Proporsi tenaga kerja yang berusaha Y Tenaga kerja yang berusaha Dinas
Produktifitas Tenaga Kerja sendiri dan pekerja bebas keluarga sendiri dan pekerja bebas keluarga  x 100% Ketenagakerjaan
terhadap total kesempatan kerja > Kesempatan kerja
3 |Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja > Penduduk angkatan kerja % 100%
(TPAK) > Penduduk usia + 15 tahun
2 [Meningkatnya Hubungan 4 |Angka sengketa pengusaha-pekerja > Sengketa pengusaha-pekerja
Industrial yang Harmonis per tahun Y Perusahaan yang berada di Kota % 100%
serta Kesejahteraan Tenaga Makassar
Kerja oo
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5 |Upah rata-rata per-Jam Pekerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021

1/173* x UMK

Cat : Merujuk pada Pasal 8 ayat (2)
Kepmenaker 102/2004, maka cara
menghitung upah sejam adalah 1/173 X upah
per bulan

iias

Ketenagakerjaan

3 |Terwujudnya Administrasi 7 |Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Publik

Pelayanan Ketenagakerjaan
yang Efektif, Akuntabel, dan | g |\i10i akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
Transparan

LHE AKIP

Dinas
Ketenagakerjaan
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Lampiran 3

PERJAMNJIAN KINERJA TAHUN 2021

Colam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekid, ransparan dan
akuntabel serta berofsntas pada hasil, iemi yang bertanda tangan dibawah ini:

Mara 1 Drs. A IRWAN BANGSAWAN, M.S|
Isbatan 1 KEPALA DHMAS KETEMAGAKERIAAN
Sedanjutnya fsebut pilak pertama
Mama ¢ Prof, DR, Ir. RUDY DIAMALLIDDIN, M.Eng
Jahatan ¢ D). WALIKOTA MAKASSAR

Selaky atasan pihak perfama, selarutrya dissbot plhak kedoa

Pihak pertama berjanji akan mewuudican targel kinesja yang sehansnya sesuai
lampiran perjanjiian mi, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah soperti
yarg telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
ERWIAN BAMGSAWANpencapaian target kinerjs tersebut menjadi tanggung jawabs kami,

Pinak kedua akan melkukan supervis yang diperiukan sema akan melakukan evaluas]
terhadap capaian kinerjfa darf perjanfian inl dan mengambil tndakan yanp diperiukan
dalam rangia pemberan penghargaan dan sankst.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

SASARAN STRATEQS INDIKATOR KINERSA

| @) o) @
|1 [Meningkatnya Keselbteraan [Raslo kesempatan kerk terhadap

Masyarakat dangan |perdhadiuk usia 15 tahon ke atas b e
Pemerataan Kesempatan [Proporst tenzga werfa yang berusana
Kerja yang Oidukung ofeh  fcondin] dan pefcera behas keluargs 33,00%
Kuattas din Produktifitas terhadap 10tal kesempatan kera
Tenaga Kerla Tingkat Partisdpasl Anghatan Kerfa
00,000
Lt [(TPAK)
|3 [Meningkatnya Hubungan Argka senghata pengesaha.pekora per
| Industrial yang Harmons  |eahun 250%
Keseah T
serta Kase teraan Teraga - e
Sosial Ketenagakerjsan Go/00%
Upah rata-rata per-Jam Pekera Rp. 5532
|3 [Verwaguderya Administesi
: Petsyaron Kehenagakeviasn Indeks Kepuasan Masyarakat A5,00%
yang £ fektif, Akuntabel, dan L S
Transparsn Nal i At abileas Kineeja (SAXIP) B
PROGRAM ANCGARAN KETERANCAN

1 Program Penunjang Urusan Pemedetahan Saerah  Rp  11.202.378.200
Kabupaten'kata

2 Program Perencanaan Tenaga Kere |p 52468000
Produktivitas Tenags Kena

3 Program Pelatihan Kers Dan Produktivitas Terags. Ap  4.584,754.550
Kesa

4 Frogram Penempatan Tenaga Kerfa Rp 1413.880450

5 Program Hubungan Industrial Ap 768.519.200

Pi. WALKCTAMAKASSAR
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Lampiran 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021

SASARAN
NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN (| TARGET

Meningkatnya P(?merataan Rasio kesempatan kerja terhadap
Kesempatan Kerja yang enduduk usia 15 tahun ke atas % 50
Didukung oleh Kualitas dan P
Produktifitas Tenaga Kerja Proporsi tenaga kerja yang
berusaha sendiri dan pekerja o 33
bebas keluarga terhadap total ’
kesempatan kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan % 60
Kerja (TPAK) ?
Meningkatnya Hubungan Angka Sengketa Pengusaha-
. . . % 2,5
Industrial yang Harmonis Pekerja pertahun
sert.a Kesejahteraan Tenaga Upah rata-rata per-Jam Pekerja % 18.532
Kerja
Terwujudnya Adm1n1str§1 Indeks Kepuasan Masyarakat % 85%
Pelayanan Ketenagakerjaan
yang Efektif, Akuntabel, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja A
Transparan (SAKIP)
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Lampiran 5

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Sebelum

TABEL 3.3 (FORMAT F L.I)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KOTA MAKASSAR

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Rencana Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Sebelum

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Perkiraan Maju Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021

Jenis

ni
Kegiatan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Jumiah Perubahan Target Capaian e
Sesudah Perubahan| ikati
Sebelum Perubshan Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan [ Perubahan | Perubahan Kinerja Fagalndikatt S ia/b/c)
as) an (18)
18.052.000.000 18.052.000.000
2[2.07| 01 PERSENTASE KETERSEDUAN LAFORAN | Poraagkat Dasra Poraagiet Daerah] Kota Makasear | Hota Hakassar 100% 100% 11202.378.200 | 9.130.348.820 APBD 100% 11.202.378.200 Disnaker
PEMERINTAHAN IGAN DAN LAPORAN KINERJA
KABUPATEN/KOTA PERANGEAT DAERAR
90%
PERLENGKAPAN. DAN KEUAN PERLENGKAPAN. DAN KEUANGAN)
"ASE ASN PERANGKAT DAERAH | PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH 90% 90%
90%
KAPASITAS KAPASITAS
PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA | PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA 90% 90% o
2[2.07(01]2.01| |Perencanaan, Penganggaran, dan (Jumlah Penyusunan Dokumen (Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Dacrah| Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makas 11 Dok 11 Dok 135.038.000 128.638.000 (6.400.000)| _ APBD APBD 135.038.000 < Disnaker
Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah dan Evaluasi dan Evaluasi 1
2 Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat
2[207[01]201 okumen Jumlah Dokumen Rencana Kerja | Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja| Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 2 Dok 2 Dok 75.999.000 69.599.000 (6.400.000)|  APBD APBD 2 75.999.000 < Disnaker
Perangkat Dacrah Peransleat Daera Peranpieat Daerah
Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Perangkal Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok !
Stratesis Peranoleat Daerah Stratesis Peranoleat Daerah
O7[ 2,01 [ 02 [ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | oo A SKPD | Jumiah Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Peraneiat Dacrah | Peranglcat Dacrah | Kota Makassar | _Kota Makassar T Dok T Dok 11.034.000 T1.034.000 o[ aPBD APBD ! 11.034.000 < Disnaker
2[2.07| 01| 2,01 03 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen _|Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok 10.329.000 70.329.000 o[ aPBD APBD ! 10.329.000 < Disnaker
Pernhahan RKA-SKPD RKA-SKPD RKA-SKPD)
2] 2.07 01] 2.01| 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD_|Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD__|Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | _Kota Makassar | _Kota Makassar T Dok T Dok 8717.000 8.717.000 o[ _apBD APBD T 8717.000 < Disnaker
2[2.07| 01| 201 05 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan _|Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan _|Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | _Kota Makassar | Kot Makassar T Dok T Dok £552.000 5552000 o[ apBD APED L 552000 < Disnaker
DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD
2[2.07| 01| 2.01 | 06 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian _[Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | _Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok 11.384.000 11.384.000 o[ apBD APED L 11.384.000 < Disnaker
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Kineria Peranekat Dacrah Kineria Peranckat Dacrah
Kinerja SKPD Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator | Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok A
Kineria Utama (KU) Peransleat D: Kineria Utama (IKU) Peranskat Daerah
2[2.07| 01| 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Dacral Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluast Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok 5.023.000 9.023.000 o[ apBD APED L 9.023.000 < Disnaker
Rencana Kerin Perancleat Daerah Rencana Kerin Peranglat Dac
Jumish Penyusunan Dolnen LAKIF Jumish Penyusunan Dolanen LAKIF Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok A
Peranokat Dacr: Peranokat Dacr:
2[2.07| 01| 2.02| |Administrasi Keuangan Perangkat __|Jumlah dokumen administrasi keuangan _|Jumlah dokumen administrasi keuangan | Perangkat Dacrah| Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 5.502.060.000 | 7.650.632.949 | (1.851427.051)|  APBD APED 12| 9.502.060.000 < Disnaker
Daerah vang ters vang ters
31257 [ 01[ 202 [01 [Penyedinam Gafl dan Tumjangan ASN[Jumiah Penyediaan Gajl dan Tunjangan RSN [Jumiah Penyedinan Gaj dan Tanjangan ASN | Perangkat Dacrah | Peranghat Dacrah | Ko Wakassar | Kota Malkassar 12 Bulan 12 Bulan 9.160.300.000 | 7.308.872.049 | (1.851.427.051)| _APBD APBD 12 9.160.300.000 < Disnaker
2[2.07 01| 2.02| 02 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T2 Bulan T2 Bulan 245.760.000 245.760.000 o[ apBD APBD 2 245.760.000 < Disnaker
Tuons AS
2] 2.07| 01] 2.02| 03 [Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 96.000.000 56.000.000 o[ APBD APBD 2 56.000.000 < Disnaker
Pensuiian /Verifikasi Keuangan SKPD__| Peneuiian Verifikasi Kenanean SKPD. Penouiian Verifikasi Keuanean SKPD
2[2.07| 01 2.03 ‘Milik Dacrah pada | Jumlah dokumen administrasi keuangan | Jumlah dokumen administrasi keuangan | Perangkat Dacrah| Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 117.659.600 103.752.800 (13.906.800)|  APBED APBD - 117.659.600 © Disnaker
Perangkat Dacrah yang tersusun yang tersusun
2[2.07 01] 2.03| 02| Pengamanan Barang Milik Dacrah SKPD |Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor _|Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | _Kota Makassar | _Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 55.627.200 41.720.400 (13.906.800)| _APBD APED 12 55.627.200 < Disnaker
2[2.07| 01| 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Dacrah | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang |Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 62.032.400 62.032.400 o[ APBD APBD 2 62.032.400 < Disnaker
bada SKPD Milii Daerah Milii Daerah
2[2.07[01]2.05| |Administrasi Kepegawalan Perangkat | Jumiah Pelaksanaan Administrast Jumiah Pelaksanaan Administrast Perangkat Dacrah| Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 3 Jenis, 3 Jenis, 162.621.400 126.621.400 (86.000.000)|  APBED APBD 3 162.621.400 © Disnaker
Daerah Perangkat Daerah i
2[2.07| 01] 2.5 02 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 108 Psg 108 Psg 64.800.000 64.800.000 o[ ApBD APBD 108 64.800.000 < Disnaker
Atribut
2[2.07| 01] 2.5 03 |Pendataan dan Pengolahan Administrasi |Jumlah Pelayanan Pendataan dan Jumlah Pelayanan Pendataan dan Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 61.821.400 61.621.400 o[ APBD APBD 2 61.621.400 < Disnaker
lah, Pencolahan
2[2.07| 01] 2.05[ 09 [Pendidikan dan Pelatinan Pegawai Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 3 orang 0 orang 36.000.000 ] 136.000.000)| _ APBD APBD 36.000.000 < Disnaker
Tugas dan Fungsi vang diadakan ang diadakan
2[2.07|01]2.06| |Administrasi Umum Perangkat Dacrah |Jumiah Jasa Adminitrasi Umum yang Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Perangkat Dacrah| Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 8 Jenis 8 Jenis 359.204.132 263.509.382 (95.784.750)|  APBD APBD s 359.294.132 © Disnaker
Tersedia Tersedia
2| 20701 206] ot | Penyediaan Komponen Instalast Jumlah Penyediaan Komponen Instalast Jumlah Penyediaan Komponen Instalast Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 8 Jenis 8 Jenis 14.299.750 14.209.750 o[ ApBD APBD B 14.209.750 < Disnaker
Hangunan Kantor __|Listrikc/Peneracan Bancunan Listrikc/Pencracan Bancunan
2[2.07[01]2.06] 02 Pcnycdlaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 95.704.362 84.654.632 |- 11.049.750 | APBD APBD 2 95.704 382 < Disnaker
antor
2[2.07[ 01] 2.06| 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 4 Jenis 4 Jenis 17.190.000 17.190.000 o[ APBD APBD @ 17.190.000 < Disnaker
2[ 207 01]2.06] 06 [ Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 19.500.000 19.500.000 o[ aPBD APBD 2 19.500.000 < Disnaker
Peraturan
2[2.07 01] 2,06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 21.600.000 17.865.000 3735000]  APBD APBD 2 21,600,000 < Disnaker
2[2.07| 01| 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 191,000,000 110,000,000 (1.000.000)| _ APBD APBD 2 191,000,000 < Disnaker
Konsultasi SKPD Konsultasi Keluar Dacrah Konsultasi Keluar Dacrah
2[2.07( 01]2.07| |Pengadaan Barang Milik Dacrah Jumlah Pengadaan BMD Jumlah Pengadaan BMD Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 3 vait 4 vait 61.107.500 68.042.269 6.934.769 | APED APBD 3 61.107.500 < Disnaker
Penuniang Urusan Pemerintah Daeral
2] 2.07| 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumiah Pengadaan Mesin Fotocopy  Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 1 Unit 1 Unit 61.107.500 68.042.269 6.934.760 | APBD APBD 1 61107500 < Disnaker
Jumlah Pengadaan AC Jumlah Pengadaan AC 1 Unic 1 Unit 1
Jumlah Pengadaan Hardisk External Jumlah Pengadaan Hardisk External Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar |~ Kota Makassar 1 Unit 1 Unit 1
Jumlah Pengadaan Printer 0 Unit 1 Unic -
2[2.07[ 01| 2.08| |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Jumiah Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makassar 3 Jenls 3 Jenls 509.113.968 486.462.220 (22.651.748)|  APBD APED 3 509.113.968 0 Disnaker
Daerah
2] 207 01] 2.08[ 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan | Perangkat Dacrah | Peranglat Dacrah | Kota Makassar | _Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 149.508.600 147.740.600 “1768000] _ APBD APBD 12 149.508.600 < Disnaker
2[2.07 01[ 208 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber _|Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber |Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 284.427.768 263.544.020 (20883.748)|  APBD APBD 2 284.427.768 < Disnaker
Davn Air dan List 1vn air dan listr 1vn ir dan listr
2[2.07 01[ 208 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumiah Penycdiaan Jasa Tenaga Kebersihan_|Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 75.177.600 75.177.600 o[ APBD APBD 2 75.177.600 < Disnaker
Kantor Jumlah Penyediaan Kebersinan Kantor Jumlah Penyediaan Kebersinan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 <
2[2.07| 01]2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Dacrah _|Jumiah Pemeliharaan Barang Milik Dacrah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Dacrah | Perangkat Dacrah| Perangkat Dacrah| Kota Makassar | Kota Makas 4 Jenis 4 Jenis 355.483.600 302.689.800 |- 52.793.800 | APBD APED a 355.483.600 < Disnaker
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2[2.07 01[ 2.09[ 01 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya _|Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara _|Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Unit T Unit 40.597.000 30.324.000 10273000 APBD APBD T 40.597.000 < Disnaker
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Rutin/berkala Rutin/berkala.
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
2] 207 01] 2.09] 02 [Penycdiaan Jasa Pemelinaraan, Biaya | Jumlah Pemcliharaan Bus Pekerja Secara |Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Sccara | Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar T Unit T Unit 280.966.600 238.445.800 ~32520800|  APBD APBD T 280.966.600 < Disnaker
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Rutin /Rerlealn Rutin /Berkaln
Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional | Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional  Unit  Unit 6
Lapangan Secara Rutin/Rerlala Secara Rutin/Rerkaln
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c Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional [Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional 7 Unit 7 Unit 7
Secara Rutin /Rerkala Secara Rutin /Rerkala
2[2.07 | 01 2.09] 06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah K P Jumlah K P Perangkat Dacrah | Perangkat Dacrah | Kota Makassar | Kota Makassar 15 Unit 15 Unit 33.920.000 33.920.000 o[ areD APED = 33,920,000 3 Disnaker
1ainnva Secara Rutin /Rerkala Secara Rutin /Rerkala
Jumah Pemeliharaan Prnter Sccara Jumiah Pemclinaraan Printer Secara 5 Unit 5 Unit s
Rutin /B Rutin
Sumiah Pemeiiaraan AC Secara Sumisi Femelaraan G Secara 8 Unit 8 Unit 8
Rutin Rerkala Rutin Rerkala
2[2.07] 02 PROGRAM TENAGA | PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN ASE Perusahaan dan | Perusahaan dan | Kota Makassar | Kota Makassar 50% 50% $2.468.000 36.860.000 (35.608.000)|  APBD APED 50% 2.468.000 Disnaker
A TENAGA KERJA YANG DISUSUN KERJA YANG DISUSUN K Tenaea Keria
2] 207 02[ 2.01] |Peoyusunsn Rencana Tenaga Keta _|Jumiah Rencana Tenaga Kerj (RTH) yang_|Jumish Rencana Tenaga Keda (RTH) yang | Perusahasa dan | Perusshaan dan | Hota Makassar | Kota Makessar T Dok T Dok 52.468.000 46.860.000 (35.608.000)| _ APBD APED 1 82.468.000 b Disnaker
(RTK) disusun disusun TenazaKeria | Tenara Keria
2[2.07 | 02| 2.01| 02 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perusahaan dan | Perusahaan dan | Kota Makassar | Kota Makassar 100 Orang 50 Orang 52.468.000 46.860.000 (35.608.000)|  APBD APBD 160 52.466.000 b Disnaker
fkro ey 13 Tennga Keria Mikro | Penvusinan Rencana Tenaga Keria Mikro Tennon Keria | _Tenaon Keria
2[2.07] 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN | PERSENTASE TENAGA KERJA YANG ASE TENAGA KERJA YANG Masyarakat dan | Masyarakat dan | Kota Makassar | Kota Makassar 50% 50% 4584.754.150 | 4.206.816.650 (377.957.500)|  APBD APED 4.584.754.150 Disnaker
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA BERBASIS BERBASIS Pencari Ke: ri Kerja 20%
2(2.07| 03] 2.01| |Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan | Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Masyarakat dan | Masyarakat dan | Kota Makassar | Kota Makassar 860 Orang | 860 Orang 3.447.571.550 | 3.433.153.050 (14.418.500)|  APBD APED 5| 2447571550 a Disnaker
unit van vans Pencari Keria | Pencari Kerla
2[2.07] 03] 2.01] 01 |Proses Pelaksanaan Pendidikan dan __[Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan _[Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan | Masyarakat dan | Masyarakat dan | Kota Makassar | Kota Makassar 620 Orang, 620 Orang, 3175548550 | 3.178.930.050 |- 18500 | APBD APED 3.175.048.550 a Disnaker
Pelatihan Ketcrampilan bagi Pencari  [Keterampilan Keterampilan Pencari Kerja | Pencari Kerja 620
Keria Kiaster Komnetens
2[2.07 | 03| 2:01] 02 |Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja __[Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja | Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja PK LPK Kota Makassar | Kota Makassar 230 Orang 230 Orang 268.623.000 254.223.000 (14.400.000)| _ APBD APED 268,623,000 b Disnaker
Sama dengan Sektor Swasta untuk Sama dengan Sektor Swasta untuk Sama dengan Sektor Swasta untuk
Penyediaan Instruktur serta Sarana dan |Penyediaan Instruktur serta Sarana dan  |Penyediaan Instruktur serta Sarana dan 240
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang | Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang
3[207] 03[ 202] | Fembinaun Lombaga Foatlian Kerja | Jumiah Lembaga Felathan Kera Swasta | Jumiah Lembaga Felathan Kera Swasta TPK Swasta LPK Swasta | Kot Makassar | Kota Makassar 100 1Pk Yo T 94,622,000 (23.550.000)|  apmp arED 00 T 3 Disnaker
2[[07 03[ 2:02| 1 [Pembinaun Lembaga Pelatihan Keja | Junlah Pembinaan Lembog Pelahan Kera|Jumiah Pembindan Lembaga Pelathan Keria | LPK Swasta LPK Swasta | Kota Makassar | Kota Makassar T2 Kal 6 Kal 18172000 94.622.000 23550000 ppmp pr— 2 15.172.000 a Disnaker
umah pesert Pelthan Penainuahaan | Jumlah pesrta Pelaan Penatausabinn 700 Orang 75 Orang 100
mbaga Pelatihan swasta (LPK) mbaga Pelatihan swasta (LPK)
B o e e e TRl e e e T R e e e P LPK Swasta LPK Swasta | Kota Makassar | Kota Makassar T2 Bulan 12 Bulan T FERTIGTD 135.925.000)|  APBD APED 1z T b Disnaker
Pelatihan Pendaftaran Pendaftaran 080 o 0%
2[ 207 03] 2.03] 01 |Penyediaan Sumber Daya Perizinan _|Jumlah Peserta Bimiek Penyuluhan Standar |Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar | LPK Swasta LPK Swasta | Kota Makassar | Kota Makassar 100 Orang 75 Orang 270,056,000 291.161.600 (35025000 APBD APED 160 270,036,000 b Disnaker
Lembaga Pelatihan Kerja sccara Mutns dan Tata Kelola LPK Mutiy dan Tata Kelola LPK s
Terintegrasi Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga 12 Bulan 12 Bulan
Pelatihan Kerja sccara Terintegrasi yang | Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang 12
disedinican disedintcan
2[ 207 03[ 204 Konsultansl Produiivitas pada Jumish Perusahaan Kecil yang mendapat |Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat | Perusahaan Kecil| Perusahaan Kecil| Kota Makassar | Kota Makassar 240 Prahn 200 Prahn 340,470,000 150.846.000 (189.624.000)|  APBD APED 240 340,470,000 0 Disnaker
an Tenaga Keria | dan Tenaga Keria
2] 207 5[ 2107 01 [ Poikeansan Konsuliat Produlcivias | Jvumiah Pesbinaan Konsutast rodukivias | vmiah Peribngan Konseltas Produkiias | Pemssanaen Koo | emtsaneon Kecl | Fota Makassar | Kota Makassar 325 Orang 200 Orang 340.470.000 150.846.000 (189.624.000)| _ APBD APED 325 340,470,000 B Disnaker
kepada Perusahaan Keeil kenada Perusahaan Keeil vans coada Pernsahaan Keeil vans dan Tenaca Keria | dan Tenaoa Keria
Jumlah Identifikasi Kebutuhan Magang di 12 Keg 0 Kegiatan 12
Perusahaan
2[[207 03[ 25| | Fenguleuran Produktivitas Tingkat | Jumiah Poverta Blmbingen Tekals Jumiah Peserta Bimbingan Teknis Perusahaan Kecll | Perusahasn Kecil| Kota Makassar | Kota Makassar 00 Prebn 00 Prebn 408.454.000 254.034.000 (114.420.000)|  APBD APED 00 408.454.000 0 Disnaker
Peneu Perusah: Peneul Perusah: dan Tenaga Keria | dan Tenaea Keria
71207 03] 205 o7 [Penguicran Kompetensi dan Jumlah Peserta Bimbingan Tek Jumlah Peserta Bimbingan Tekni Perusahaan Kecil | Perusahaan Kecil | Kota Makassar | Kota Makassar 100 Prehn 25 Prehn 308,454,000 254.034.000 (114.420.000)| _ APBD APED 160 408.454.000 B Disnaker
Produktivitas Tenaga Ke Peneuliran Produlktiitas Perusahaan Peneulciran Produlktifitas Perusahaan
Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing 40 Orang 80 Orang 40
Jumlah Peserta Pelatihan Matematika Jumlah Peserta Pelatihan Matematika 20 Orang 0 Orang 20
Jumlah Seleksi Pemagangan Jumlah Seleksi Pemagangan 1 Keg 0 Keg !
2[2.07] 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA | Bi PENCARI KERJA YANG B PENCARI KERJA YANG Tenaga Kerja dan | Tenaga Kerja dan| Kota Makassar | Kota Makassar 86% 86% 1413.880.450 | 2.195.572.481 781,692,031 | APBD APED 86% 1.413.880.450 Disnaker
KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN LPTKS LPTKS
2(2.07| 04] 2.01| |Pelayanan Antarkerja di Dacrah Jumiah Pelayanan Antarkerja di Kota Jumiah Pelayanan Antarkerja di Kota Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 700.450.800 | 1.685.374.331 984.923.531 | APBD APED 12 700.450.800 a Disnaker
2[2.07| 04| 2.01] 01 |Penyediaan Sumber Daya Pelayanan | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database _[Jumlah Dokumen Permutakhiran Database Pencari Kerja | Pencari Kerja | Kota Makassar | Kota Makassar T Dok T Dok 160574 800 176.408.800 17.834.000 | APBD APED T 160.574.800 a Disnaker
antar K
Jumlah Pelayanan Antar Kerja Jumlah Pelayanan Antar Kerja 12 Bulan 12 Bulan 12
Pengadaan Pelayanan AK1 Mobile T Unit
2[2.07| 04| 2.01] 04 |Penyclenggaraan Unit Layanan Jumlah Peseria FGD Layanan Disabilias |Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja | Kota Makassar | Kota Makassar 200 Orang 100 Orang 57.044.000 37503.000 |- 9541.000 | APBD APED 200 57.044.000 B Disnaker
Disabilitas Disabilitas Disahilitas
2[2.07 | 04| 2.01] 05 |Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah peserta pembinaan fenaga kerja |Jumlah peserta pembinaan tenaga kera Pencari Kerja | Pencari Kerja | Kota Makassar | Kota Makassar 30 Orang 30 Orang 482832000 | 1459.462.531 576630531 | APBD APED 76 482,832,000 B Disnaker
mandiri mandiri
Jumlah Lokasi Padat Karya Jumlah Lokasi Padat Karya Pencari Kerja | Pencari Kerja | Kota Makassar | _Kota Makassar 1 Tokasi 4 Lokast 1
2| 2.07| 04| 2.02 |Penerbitan Izin Lembaga Pencmpatan | Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi | Jumlah Pelayanan Pencrbitan rekomendasi LPTES LPTES Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 72.905.400 72.505.400 o APBD APED 1z 72.505.400 b Disnaker
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 |Penerbitan Izin LPTKS Penerbitan Izin LPTKS
(satu) D
2[2.07[ 04[ 2.02| 01 |Penyediaan Sumber Daya Perizinan | Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS sccara | Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara LPTKS TPTKS Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 61.041.400 61.041.400 o[ APop APBD B 61.041.400 o Disnaker
LPTKS secara Terinteor Terinteerasi vane disediakan Terinteerasi vane disediakan
31 707 07| 702 02 | Pengawasan dan Pengendalion LFTKS [Jumiai Pengamasan dan Pengendalian Jumlah Pengawasan dan Pengendalian TPTKS TPTKS Kota Makassar | Kota Makassar T Keg T Keg 11.864.000 11864 000 o[ arD APED B 11864000 b Disnaker
2[2.07| 04| 2.03| |Pengelolaan Informasi Pasar Keja | Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola | Jumiah Informasi Pasar Kerja yang dikelola | Pencari Kerja dan| Pencari Kerja dan| Kota Makassar | Kota Makassar | 1.200 Loker | 1200 Loker 599,600,000 373.368.500 (226.231.500)|  APBD APED 12000 595.600,000 a Disnaker
Perusah: Perusahaan
2[2.07 | 04| 2.03] 01 |Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi _[Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Pencari Kerja dan | Pencari Kerja dan | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 23.232.000 23.232.000 o[ arD APED B 23.232.000 B Disnaker
B i Pasar Keria Online Anlikas Informasi Pasar Keria Online Anlikas Inform = Keria Online Perusahaan Pernsahan
22,07 04| 2.03] 02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi | Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informast [Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informas | Pencari Kerja dan | Pencari Kerja dan | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 235.500.000 225.794 500 705500 APBD APED B 235,500,000 B Disnaker
Pasar Keria Online Pasar Keria Online Pasar Keria Online Perusahaan Perusahaan
Jumlah Pemantauan LPTKS Swasta Jumlah Pemantauan LPTKS Swasta 13 Bulan G Bulan 12
2] 2:07] 03] 203 03 | sob Faie/Barea Kern SumiahPeakeanaan Job Fai Bursa Kera | m1ah Pelasanaan Job FaiBursa Kea | Penart Kere dan | Pencar Kej dan | Kot Makassar | Kota Malasear T Kal T Kal 340.868.000 124342.000 (316526000 APBD APBD T 340,868,000 a Disnaker
3[2.07| 04| 2.0 |Pelindungan PMI (Pra dan Purma Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi | Jumlah PMI Purna Pencmpatan yang Diberi | Pekerja Migran | Pekerja Migran | Kota Makassar | Kota Makassar 20 Orang 40.924.250 63.924.250 23.000.000 | APBD APED 20 40.524.250 a Disnaker
Penempatan) di Daerah pembekalan pelatihan pembekalan pelatihan Indonesia (PMI) | Indonesia (PMI)
2 2.07 04| 2.04| 01 |Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia [Jumlah Pekerja Migran Indonesia Jumlah Pekerja Migran Indoncsia Pekerja Migran | Pekerja Migran | Kota Makassar | Kota Makassar 20 Orang 20 Orang 40924250 3924250 23,000,000 | APBD APED 20 40924250 B Disnaker
Purna Penemnatan fealon /mirma vang diberikan nembinaan  |icalon /ourma vane diherikan nemhinann Indanesia (PMII | Tndanesia (PM1)
jumiah Rantnan Pemulancan PM s
2[2.07| 05 PROGRAM HUBUNGAN [ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA z Perusahaan dan | Perusahaan dan | Kota Makassar | Kota Makassar |  2,50% 2,50% 768.519.200 635291200 (133.228.000)|  APBD APED % 768.519.200 Disnaker
PERTAHUN Pekerja ja
PP e O e T e e LDy [ e o Tl Perusahaan dan | Perusahaen dan | Kota Makassar | Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 311,948,000 253.240.000 (58.708.000)|  APBD APED 12 311.948.000 b Disnaker
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama | Pelayanan Pendaftaran P Pelayanan Pendaftaran P Pekerja Pekerja
untuk Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (satu) Da
2[2.07| 05[ 2.01| 01 |Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi |Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Perusahaan dan | Perusahaan dan | Kota Makassar | Koa Makassar 120 Prshn 0 Prohn 128331000 48.739.000 (79.502.000)| _ APBD APBD 120 128.331.000 5 Disnaker
Perusahaan Outsourcing dan Outsourcing dan Pekerja Pekerja
Jumlah Pembinaan PKWT Jumlah Pembinaan PKWT 100 Prshn 60 Prehn 100
2[2.07 05 2.01| 02 |Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi | Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB Perusahaan dan | Perusahaan dan | Kota Makassar | Kota Makassar T Kal T Kl 30,559,000 26.759.000 15800000 APBD APBD B 30,559,000 0 Disnaker
Perusahaan (Pembinaan PP/PKB) (Pembinaan PP/PKB) Pekerja Pekerja
Jumlah Peseria Pembinaan PP/PKD 60 Orang.
(Pembinaan PP/PKB) Outsourcing dan
2[2.07[ 05 2.01| 03 [Penyelenggaraan Pendataan Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jumlah Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga | Perusahaan dan | Perusahaan dan | Kota Makassar | Kota Makassar 3 Kal T Kal 153.056.000 177.742.000 24.684.000 | APGD APBD 2 153,056,000 0 Disnaker
Informas: Sarana Hubungan Industrial | Jaminan Sasial Tenaoa Keria Keria Pekerja Pekerja
dan Jaminan Sosial Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah | Jumlah Pemantauan Upah Minimum Kota T Trivin T Trivin 4
Tenaga Kerja serta Pengupahan Minimum Ko
Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK |Jumlah Penctapan Upah Minimum Kota (UMK T UMK T UMK 1
Jumlah Pembinaan dan Pemantauan 0 Orang
Jaminan Sosial Tenaga Keria
Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah 0 Orang
Minimum Kota
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2| 2.07 | 05[ 2.02| 01 |Pencegahan Perselisihan Hubungan [Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday) Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday) Perusahaan dan | Perusahaan dan Kota Makassar Kota Makassar 2 Keg 0 Keg 42.492.000 24.082.000 (18.410.000) APBD APBD 2 42.492.000 Disnaker
I, Mol e P, | . i ot oo Peneapas U, B o 3 E T T 2
pada Kepentingan di 1 (satu) Dacrah Pemantau Kampanye Hari Buruh Sedunia T Keg
oo T
2| 2.07 | 05( 2.02| 04 |Pelaksanaan Operasional Lembaga [Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan [Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan Perusahaan dan | Perusahaan dan Kota Makassar Kota Makassar 12 Kali 7 Kali 194.940.000 159.568.000 (35.372.000) APBD APBD 12 194.940.000 Disnaker
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Lampiran 6

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

TAHUN 2021
SASARAN
o KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN| TARGET | REALISASI| CAPAIAN
1. |Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia o o o o
Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan| ~ 15 tahun ke atas & 50,00% 51,83% 103,67%
Produktifitas Tenaga Kerja Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan Indikator
- pekerja bebas keluarga terhadap total % 33,00% 32,38% 101,87% .
kesempatan kerja bermakna negatif
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 60,00% 59,70% 99,50%
Rata-rata capaian 101,68%

2: Menlngkatnya} Hubungan Fndustrlal - Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun % 2,50% 3,87% 45,34% Indikator .
yang Harmonis serta Kesejahteraan bermakna negatif
Tenaga Kerja - Upah rata-rata per-Jam Pekerja % 18.532 19.046 | 102,77%

Rata-rata capaian 74,06%

3 |Terwujudnya Administrsi Pelayanan - Indeks Kepuasan Masyarakat % 85,00% 88,50% 104,12%
Ketenagakerjaan yang Efektif, Nilai Ak bili Kineria (SAKIP A A 100.00%
Akuntabel, dan Transparan - Nilai Akuntabilitas Kinerja ( ) i °

Rata-rata capaian 102,06%

PERSENTASE CAPAIAN TARGET 93,51%
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Lampiran 7

PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKPD

0,58 Persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

21,00 Persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

50,00 Persen Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
1.060 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan

8.200 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru
45,00 Persen Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Nk o

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)

Target Renstra Perangkat|
Daerah pada Tahun 2020

Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
sanpai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun

55,00 Persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar

Target Kinerja dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah Tahun 2021

TABEL E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Tingkat Capaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021

Anggaran Renja Perangkat
Daerah yang Dievaluasi

Anggaran Renja
Perangkat Daerah
yang Dievaluasi (%)

12 -11/6 » 100%
K . K

Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2021

13=5+11
K

Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja dan |Kinerja dan Realisasi|Realisasi Kinerja dan Anggaran| Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra

Perangkat Daerah s/d | Penanggung

Tahun 2021(%)

14 =13/4 x 100%
K .

Unit
Perangkat
Daerah

Jawab

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

2 URUSAN WAJIB
2| 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 16.269.889.151 1.722.970.815 2.942.808.328 2.081.734.998 7.316.968.587 |  86,44%| 14.064.482.728 86,44% 14.064.482.728
2| 2.07[01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN
PEMERINTAHAN DAERAH KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA 100% 9.185.348.820 | 25,00% 1.614.784.355 | 25,00% 2.673.013.553 | 25,00%|  1.835.438.638 | 25,00%|  2.556.917.677 | 100,00%|  8.680.154.223 | 100,00%| 94,50% 100,0% 8.680.154.223 | 100,0%| 94,50%| Disnaker
KABUPATEN/KOTA PERANGKAT DAERAH
INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT
m:::;““?ﬁ &m‘;}" 90% 0,00% 0,00% 0,00% 88,50% 88,50% 98,33% 88,5% 98,3%
"ARIA AIAAN,
PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)
PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH
YANG MENDAPAT PENINGKATAN 90% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 65,00% 72,22% 65,0% 72,2%
KAPASITAS
Pyl 90% 0,00% 20,00% 50,00% 20,00% 90,00% 100,00% 90,0% 100,0%
2| 2.07|01( 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan |Jumlah y Dok
i Kinerja dan i Kinerja 11 Dok 128.638.000 3 14.000.000 1 27.025.000 2 33.119.000 5 41.523.600 11 115.667.600 | 100,00%| 89,92% 11 115.667.600 | 100,00%| 89,92%| Disnaker
Daerah
2[2:07]01] 2.01 01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan|Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 2 Dok 69.599.000 1 14.000.000 1 27.025.000 0 18.521.000 0 1.342.200 2 60.888.200 |  100,00%| 87,48% 2 60.888.200 | 100,00%|  87,48%| Disnaker
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana | Dok o o o R o L 100,00% L Diemaker
Strateeis Peranekat Daerah
2 [ 20701} 2.011 02 ﬁ"i’dmas‘;;: g;'};y;s“"an Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 11.034.000 0 0 0 0 0 0 1 10.967.800 1 10.967.800 |  100,00%| 99,40% 1 10.967.800 | 100,00%|  99,40%| Disnaker
olcumen RKA-
2]207)01f 20103 ﬁ"zrdi““ipda“bp:“y“:[‘{‘j\angD JR;:I;}I‘(:S“Y“S““B“ Dokumen Perubahan 1 Dok 10.329.000 0 0 0 0 1 7.475.000 0 2.787.800 1 10.262.800 100,00%| 99,36% 1 10.262.800 | 100,00% 99,36%| Disnaker
okumen Perubahan - Sl
2 [ 20701} 2.011 04 I;"(‘g];““as‘ dan Penyusunan DPA-  |Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 8.717.000 0 0 0 0 0 0 1 8.298.700 1 8.208.700 [ 100,00%| 95,20% 1 8.208.700 | 100,00%|  9520%| Disnaker
2]207]01f 2.01]05 g""rgi“h“i ‘?;Ap;‘ggs“‘““ JDL;‘/:‘l;hK:S“Y“S““a“ Dokumen Perubahan 1 Dok 8.552.000 0 0 0 0 0 0 1 8.448.700 1 8.448.700 100,00%| 98,79% 1 8.448.700 [ 100,00% 98,79%| Disnaker
erubahan - -
2120701 2.01| 06 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian 1 Dok 11.384.000 1 0 0 0 0 7.123.000 0 936.200 1 8.059.200 100,00%| 70,79% 1 8.059.200 [ 100,00% 70,79%|  Disnaker
Laporan Capaian Kinerja dan Kineria Perangkat Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator | Dok L o o o ) 100,00% ) [ Too.00% Dionater
Kineria Utama (IKU) Perangkat Daerah
2| 20701 2.01 | 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ‘;“mlah P;“Y_L‘S:“a“ ]i”l'“]’;“e“ ;:"al“as‘ 1 Dok 9.023.000 0 0 0 0 0 0 1 8.742.200 1 8.742.200 100,00%| 96,89% 1 8742200| 100,00% 96,89%| Disnaker
encana Keria Peran: a aera
;umla}:( p::gyusuhnan Dokumen LAKIP | Dok N o o 1 1 100,00% 1 100,00% Disnaker
erangkat Daera
2| 2.07| 01| 2.02 Jumlah dok .
— e 12 Bulan 7.650.632.949 3 1.489.562.736 3 2.362.989.354 3|  1.536.538.128 3|  1.996.677.988 12 7.385.768.206 | 100,00% | 96,54% 12 7.385.768.206 | 100,00%| 96,54%| Disnaker
2| 2:07(01) 202 | 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN|Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 7.308.872.949 3 1.451.102.736 3 2.275.109.354 3 1.455.298.128 3 1.887.077.988 12 7.068.588.206 | 100,00%| 96,71% 12 7.068.588.206 | 100,00%|  96,71%| Disnaker
2| 20701202102 ielny:d‘aa“ A,‘[i‘:"‘“‘si;rsa;‘ Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 Bulan 245.760.000 3 22.460.000 3 55.880.000 3 65.240.000 3 77.600.000 12 221.180.000 | 100,00%| 90,00% 12 221.180.000 | 100,00% 90,00%| Disnaker
elaksanaan 2as
2| 2.07 | 01| 2.02 | 03 |Pelaksanaan Penatausahaan dan _ |Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulan 96.000.000 3 16.000.000 3 32.000.000 3 16.000.000 3 32.000.000 12 96.000.000 | 100,00% | 100,00% 12 96.000.000 | 100,00%| 100,00%| Disnaker
SKPD
2| 2.07| 01| 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah |Jumlah
adalPerangkat Dactah ey 12 Bulan 103.752.800 3 9.000.000 3 30.000.000 3 15.343.888 3 34.683.872 12 89.027.760 | 100,00%| 85,81% 12 89.027.760 | 100,00%|  85,81%| Disnaker
2 [ 20701} 2.031 02 I;’(';g;ma“a“ Barang Milik Daerah | ;. 121 Jasa Pengamanan Gedung Kantor 12 Bulan 41.720.400 3 0 3 12.000.000 3 4.000.000 3 11.578.784 12 27.578.784 | 100,00%| 66,10% 12 27.578.784 | 100,00%|  66,10%| Disnaker
2 [ 2.07] 01 2.03 |06 genatiusa:“s"l(g;m“g Milik gﬂ“l‘?‘kl‘g‘ Peliksa“aa“ Penatausahaan Barang 12 Bulan 62.032.400 3 9.000.000 3 18.000.000 3 11.343.888 3 23.105.088 12 61.448.976 | 100,00%| 99,06% 12 61.448.976 | 100,00% 99,06%| Disnaker
acrah pada ilik Daeral
|| || Gy | 2 ::::;‘;‘;::‘;:‘;‘l"eg“""““ i‘:’;e';:w:f:;:':::x‘:‘;::‘:;“‘ 2 Jenis 126.621.400 1 9.000.000 o 18.000.000 1 75.329.888 0 22.772.088 2 125.101.976 | 100,00%| 98,80% 2 125.101.976 | 100,00%| 98,80%| Disnaker
2 [ 2.07]01f 2.05] 02 if‘?ia‘if'l‘ Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta 108 Psg 64.800.000 0 0 0 0 108 63.986.000 0 0 108 63.986.000 100,00%| 98,74% 108 63.986.000 | 100,00% 98,74%|  Disnaker
ribut Keler Jannnva
2| 207 | 01| 2:05 | 03 |Pendataan dan Pengolahan i;‘::if‘:laiy;m“ Pendataan dan Pengolahan 12 Bulan 61.821.400 3 9.000.000 3 18.000.000 3 11.343.888 3 22.772.088 12 61.115.976 | 100,00%| 98,86% 12 61.115.976 | 100,00%|  98,86%| Disnaker
ministrasi n
2207 | 01] 2:05 | 09 [Pendidikan dan Pelatihan Pegawai _|Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang 0 orang o o o o o o o o o o o 0.00%|  0.00% o o 0.00% 0.00%|  Dionaker
Berdasarkan Tugas dan Funesi diadakan
2| 207|01|2.06 a—— Umum P ;‘e‘::;:’s’ Adminitrasi Umum yang 8 Jenis 318.509.382 1 3.200.000 2 19.149.200 2 52.594.400 3 192.092.826 8 267.036.426 | 100,00%| 83,84% 8 267.036.426 | 100,00%| 83,84%| Disnaker
2| 2.07 [01[ 2.06 | 01 |Penyediaan Komponen Instalasi _|Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Peneragan Bangunan 8 Jenis 14.299.750 0 o o o 3 3.875.000 5 8.965.000 8 12.840.000 | 100,00%| 89,79% 8 12.840.000 | 100,00%|  89,79%| Disnaker
Kantor
2| 2070120602 ge“‘yeat‘an Pelr(al""t""“ dan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 84.654.632 3 0 3 0 3 28.927.000 3 40.237.500 12 69.164.500 | 100,00%| 81,70% 12 69.164.500 | 100,00% 81,70%| Disnaker
erlen apan Kantor
2 [ 20701} 2.061 05 ge"yed‘af" Barang Cetakan dan 5, 11 penyediaan Barang Cetakan 4 Jenis 17.190.000 0 0 0 0 0 0 4 16.450.000 4 16.450.000 [ 100,00%| 95,70% 4 16.450.000 | 100,00%|  95,70%| Disnaker
er )
2| 207) 01| 206 06 ge“y:diaa‘}‘)Bahad“ Bac“ﬁ‘ dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 12 Bulan 19.500.000 3 3.200.000 3 3.600.000 3 3.600.000 3 4.000.000 12 14.400.000 | 100,00%| 73,85% 12 14.400.000 | 100,00% 73,85%| Disnaker
eraturan Perundang-t
2| 2.07| 01| 2.06 | 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu ;’::‘rh Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 72.865.000 3 0 3 0 3 5.074.000 3 52.391.026 12 57.465.026 [ 100,00%| 78,87% 12 57.465.026 | 100,00%|  78,87%| Disnaker
2 [ 2.07)01f 2.06) 09 ge“ygle“ggl?ra?g]f;gat Koordinasi ‘Ii“lmlahDPe"y;d‘aa“ Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 110.000.000 3 0 3 15.549.200 3 11.118.400 3 70.049.300 12 96.716.900 | 100,00%| 87,92% 12 96.716.900 | 100,00% 87,92%| Disnaker
an Konsultasi eluar Daera
2| 2.07| 01| 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Urusan h  |Jumlah BMD 4 Unit 68.042.269 0 0 1 43.000.000 1 2.200.000 2 11.348.000 P 56.548.000 | 100,00%| 83,11% P 56.548.000 | 100,00%| 83,11%| Disnaker
Daerah
2 2.07] 01| 2.07 [ 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Unit 68.042.269 0 0 1 43.000.000 0 2.200.000 0 11.348.000 1 56.548.000 [ 100,00%| 83,11% 1 56.548.000 | 100,00% 83,11%| Disnaker
Lainnya
Jumlah Pengadaan AC 1 Unit 0 0 0 1 1 100,00% 1 100,00% Disnaker
Jumlah Pengadaan Hardisk External 1 Unit 0 0 1 0 1 100,00% 1 100,00% Disnaker
Jumlah Pengadaan Printer 1 Unit 0 0 0 1 1 100,00% 1 100,00% Disnaker
2|2.07|01( 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 3 Jenis 486.462.220 3 71.593.519 o 102.008.749 o 78.149.114 o 127.525.457 3 379.276.839 | 100,00%| 77,97% 3 379.276.839 | 100,00%|  77,97%| Disnaker
2| 2.07 [ 01 2.08 | 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat _|[Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan
12 Bulan 147.740.600 3 21.000.000 3 42.000.000 3 27.882.072 3 55.211.672 12 146.093.744 | 100,00%| 98,89% 12 146.093.744 | 100,00%|  98,89%| Disnaker

63



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

2] 2.07]01] 2.08 | 02 [Penyediaan Jasa Komunikasi iaan j ikasi
cnyediaan Jasa Bomumi «asl, Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12 Bulan 263.544.020 3 34.593.519 3 40.008.749 3 38.267.042 3 45.781.785 12 158.651.095 | 100,00%| 60,20% 12 158.651.095 | 100,00%|  60,20%| Disnaker
Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
2] 207(01]2.08 | 04 ;e“-‘{e‘“aa“ Jasa Pelayanan Umum |y, 1. penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan 12 Bulan 75.177.600 3 16.000.000 3 20.000.000 3 12.000.000 3 26.532.000 12 74.532.000 | 100,00% | 99,14% 12 74.532.000 | 100,00%|  99,14%| Disnaker
antor
Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor 12 Bulan 3 3 3 3 12 - [ 100,00% 12 100,00% Disnaker
2| 2.07|01| 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemeri Jumlah Pemeli Barang Milik Daerah 4 Jenis 302.689.800 4 18.428.100 0 70.841.250 0 42.164.220 0 130.293.846 4 261.727.416 | 100,00%| 86,47% 4 261.727.416 | 100,00%| 86,47%| Disnaker
Daerah
2| 2.07 | 01] 2.09 | 01 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, _|Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara
g‘ay: Pemel:‘ama“ da“D‘,’aJak . Rutin/berkala 1 Unit 30.324.000 1 3.496.000 o 7.564.000 o 3.680.000 o 12.533.200 1 27.273.200 | 100,00%| 89,94% 1 27.273.200 | 100,00%|  89,94%| Disnaker
endaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas .Iabatan
2 [ 20701} 2.091 02 g?“ye‘;‘a"’“lf” Pem}fl‘_him;“' J]Qt‘]‘[‘;:‘/ﬁ‘g::gf:har““ Bus Pekerja Secara 1 Unit 238.445.800 1 14.932.100 0 63.277.250 0 27.584.220 0 96.460.646 1 202.254.216 | 100,00%| 84,82% 1 202.254.216 | 100,00%|  84,82%| Disnaker
iaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Pel:nehharaan Mobil Operasional 6 Unit 6 0 0 0 6 100,00% 6 100,00% Disnaker
Operasional atau Lapangan Secara Rutin/Berkala
;Z‘ZZI,ZI‘RTEC}};ZQQZ Motor Operasional 7 Unit 7 0 0 0 7 100,00% 7 100,00% Disnaker
2 [ 2.07)01f 2.09 | 06 Eef“elihar““ Peralatan dan Mesin ;“mlathet‘f“e/lg‘a‘:al" Komputer/Laptop 15 Unit 33.920.000 0 0 5 0 5 10.900.000 5 21.300.000 15 32.200.000 [ 100,00%| 94,93% 15 32.200.000 | 100,00% 94,93%| Disnaker
amnnva ecara Rutin erkala
J];‘JE%::&T:‘W““ Printer Secara 5 Unit 0 0 5 0 5 100,00% 5 100,00% Disnaker
JR::rl.a/?a ::l::haraa" AC Secara 8 Unit 0 0 - 5 3 8 100,00% 8 100,00% Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)| 100,00%| 94,50% 100,00%| 94,50%| Disnaker
T —— Sengat | St | oo
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
2[2.07] 2 PROGRAM PERENCANAAN PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN
e Vet Fe e e 50% 46.860.000 | 0,00% o| o0,00% o| o0,00% o| 50,00% 43.887.600 |  50,00% 43.887.600 | 100,00%| 93,66%| 50,0% 43.887.600 | 100,00%| 93,66%| Disnaker
2(207| 2| 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang .
e ] e —— 1 Dok 46.860.000 0 0 0 0 0 0 1 43.887.600 1 43.887.600 | 100,00%| 93,66% 1 43.887.600 | 100,00%| 93,66%| Disnaker
2] 207 2] 20102 ;e_zy usunan Rencana Tenaga Kerja é“mlah P,le_se”"’ %{‘@’“ﬁ‘?‘; Teknis Penyusunan 50 Orang 46.860.000 o o o o 0 0 50 43.887.600 50 43.887.600 | 100,00%| 93,66% 50 43.887.600 | 100,00%|  93,66%| Disnaker
ikro encana Tenaga Keria Mikro
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)| 100,00%| 93,66% Disnaker
Predikat Kinerja Sangat Sa.mga? Disnaker
Tinggi Tinggi
2207 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA | PERSENTASE TENAGA KERJA YANG
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA | MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS 20% 4.206.816.650 | 0,00% 21.000.000 | 0,00% 42.000.000 | 58,06% 39.669.072 | 90,25%|  3.669.381.032 | 90,25%|  3.772.050.104 | 100,27%| 89,67%| 90,25% 3.772.050.104 | 100,27%| 89,67%| Disnaker
KERJA MASYARAKAT
PERSENTASE TENAGA KERJA YANG
MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS 80% 0,00% 0,00% 0,00% 57,40% 57,40% 71,76% 57,4% 71,76%
KOMPETENSI
o) 2| 8 || s FRErn R izt A IRV R W 620 Orang 3.433.153.050 ° ° ° ° 0 0 o| 3.060.215.840 620 3.060.215.840 | 100,00%| 89,14% 620 3.060.215.840 | 100,00%|  89,14%| Disnaker
Berdasarkan Unit Kompetensi Kompetensi yang dilaksanakan
2| 2.07] 3| 2.01 | 01 [Proses Pelaksanaan Pendidikan dan [Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan
;el'“?“};and“tefmp‘la“ bagi Pencari |Keterampilan 620 Orang 3.178.930.050 0 0 0 0 360 0 260 2.813.233.040 620 2.813.233.040 100,00%| 88,50% 620 2.813.233.040 | 100,00% 88,50%| Disnaker
erja berdasarkan
Klaster Kompetensi
2| 2.07 | 3| 2.01 | 02 |Koordinasi Lintas Lembaga dan Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja
Kerja Sama dengan Sektor Swasta |Sama dengan Sektor Swasta untuk
untuk Penyediaan Instruktur serta |Penyediaan Instruktur serta Sarana dan 240 Orang 254.223.000 o o o o o o o 246.982.800 240 246.982.800 | 100,00%| 97,15% 240 246.982.800 | 100,00%|  97,15%| Disnaker
Sarana dan Prasarana Lembaga  |Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang
Pelatihan Keria dilaksanalkan
2|207| 3202 ;i:‘;:‘;‘:::t:e“‘haga Pelatihan ;:::::e::‘:::f::;:::::: Kerja Swasta 75 LPK 94.622.000 ) ) ) ) 75 ) ) 91.458.400 75 91.458.400 | 100,00%| 96,66% 75 91.458.400 | 100,00%| 96,66%| Disnaker
2]207] 3(202)01 gemb:“aa“ Lembaga Pelatihan Kerja ;“mli’h Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 6 Kali 94.622.000 0 0 0 0 2 0 4 91.458.400 6 91.458.400 100,00%| 96,66% 6 91.458.400 | 100,00% 96,66%| Disnaker
wasta wasta
Jumlah pesert:a Pelatihan Penatausahaan 75 Orang 0 ) 75 0 75 100,00% 75 100,00% Disnaker
Lembaga Pelatihan swasta (LPK)
8|| || 8| B ::;;‘x:;‘;:;:::;t;’:“ P R R A G 12 Bulan 234.161.600 3 21.000.000 3 42.000.000 3 26.469.072 3 135.886.192 12 225.355.264 | 100,00%| 96,24% 12 225.355.264 | 100,00%|  96,24%| Disnaker
2207]| 3| 2.03| 01 |Penyediaan Sumber Daya Perizinan |Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar 75 Orang 234.161.600 0 21.000.000 0 42.000.000 75 26.469.072 0 135.886.192 75 225.355.264 100,00%| 96,24% 75 225.355.264 | 100,00% 96,24%|  Disnaker
Lembaga Pelatihan Kerja secara  |Mutu dan Tata Kelola LPK
Terintegrasi Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang 12 Bulan 3 3 3 3 12 100,00% Disnaker
disediakan
2207|3204 g:t’;i‘:h":::';::ﬁ“k""“’ pada ‘:(‘;’::::‘t:::;::::;tx::sy“g mendapat 150 Prshn 150.846.000 ) ) ) ) ) ) 150 114.152.000 150 114.152.000 [ 100,00%| 75,67% 150 114.152.000 | 100,00%| 75,67%| Disnaker
2 [ 2.07| 3| 2.04 | 01 |Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas
Produktivitas kepada Perusahaan |kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan 150 Orang 150.846.000 o o o o o o 150 114.152.000 150 114.152.000 [ 100,00% | 75,67% 150 114.152.000 [ 100,00%|  75,67%| Disnaker
Kecil
B2t 8| es BenepiusanBrodutipiiatitinaiat (Jumlahipesertal BlmblogsniTkaie 100 Prshn 294.034.000 o o o o o 13.200.000 45 267.668.600 a5 280.868.600 |  45,00%| 95,52% a5 280.868.600 | 45,00%|  95,52%| Disnaker
Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Produktifitas Perusahaan
2] 207 3] 205 01 Pengukuran Kompetensi dan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran 25 Prshn 294.034.000 0 0 0 0 0 13.200.000 25 267.668.600 25 280.868.600 | 100,00%| 95,52% 25 280.868.600 | 100,00%|  95,52%| Disnaker
Produktivitas Tenaga Keria Produktifitas Perusahaan
Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing 20 Orang 0 0 0 20 20 100,00% 20 100,00% Disnaker
Jumlah Peserta Pelatihan Matematika 0 Orang 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% Disnaker
Jumlah Seleksi Pemagangan 0 Keg 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)|  89,00%| 89,67% 89,00%| 89,67%| Disnaker
Predikat Kinerja| Tinggi | Tinggi Tinggi | Tinggi Disnaker
2[2.07] 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA | BESARAN ARI
KERJA R 50% 2.195.572.481 | 46,00% 60.186.460 | 54,37% 119.194.775 | 70,87% 94.641.224 | 50,23% 690.104.564 |  50,23% 964.127.023 | 100,47%| 43,91%| 50,23% 964.127.023 | 100,47%|  50,23%| Disnaker
A || || < || e z‘::::‘:j;::;ke‘j“ cijpseret ‘l’d‘:"l:'::::el“y““ autasierjaldiikota 12 Bulan 1.685.374.331 3 19.707.500 3 39.241.146 3 43.466.376 3 517.876.736 12 620.201.758 | 100,00%| 36,80% 12 620.291.758 | 100,00%| 36,80%| Disnaker
2[207] 4] 2.01)01 Pe‘t‘ye‘;(‘aa_“ Sumber Daya Pelayanan|Jumlah D"k;?:“ Pemutakhiran Database 1 Dok 178.408.800 0 19.707.500 0 39.241.146 0 27.966.376 1 63.131.076 1 150.046.098 |  100,00%| 84,10% 1 150.046.098 | 100,00%|  84,10%| Disnaker
antar Keria
Jumlah Pelayanan Antar Kerja 12 Bulan 3 3 3 3 12 100,00% 12 100,00% Disnaker
2(2.07] 4 201)04 ge_“yg,l]‘?‘“gg;raa“ Unit Layanan ;'{“:“]ah P:“v"a FGD Layanan Disabilitas 100 Orang 47.503.000 0 0 0 - 0 0 100 47.319.500 100 47.319.500 [ 100,00%| 99,61% 100 47.319.500 | 100,00% 99,61%| Disnaker
isabilitas iaan etenagalkeriaan
2 2:07| 4| 2.01 | 05 |Perluasan Kesempatan Kerja f:;r:‘lf‘: peserta pembinaan tenaga kerja 40 Orang 1.459.462.531 0 0 0 0 20 15.500.000 20 407.426.160 40 422.926.160 | 100,00%| 28,98% 40 422.926.160 | 100,00%|  28,98%| Disnaker
Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur 4 Lokasi 1 1 25,00% 25,00%
2(207]| 4| 2.02 Penerbitan Izin Lembaga Jumlah y bi 1 dasi
:;’;‘:;g‘::;;?’(‘f:ﬂﬁ‘g::;““ Penerbitan Izin LPTKS 12 Bulan 72.905.400 3 9.000.000 3 18.000.000 3 11.343.888 3 33.841.788 12 72.185.676 | 100,00%| 99,01% 12 72.185.676 | 100,00%| 99,01%| Disnaker
Kabupaten/Kota
07| 4| 2. T |Penyedi Daya Perizi lah Daya Perizinan LPTK
2|20 2:02 | 01 |Penyediaan Sumber Daya Perizinan |Jumlah Sumber Daya Perizinan S secara 12 Bulan 61.041.400 3 9.000.000 3 18.000.000 3 11.343.888 3 22.254.288 12 60.598.176 | 100,00% | 99,27% 12 60.598.176 | 100,00%|  99,27%| Disnaker
LPTKS secara Terintegrasi Terintegrasi yang disediakan
2| 207) 4 |202]02 E;‘;_Ig(“swasa” dan Pengendalian Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 4 Keg 11.864.000 0 0 0 0 2 0 2 11.587.500 4 11.587.500 | 100,00%| 97,67% 4 11.587.500 | 100,00% 97,67%| Disnaker
2|2.07| 4 | 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola 12.000 Loker 373.368.500 | 1.864 31.478.960 | 5.124 61.953.629 | 2.639 39.830.960 0 98.746.040 9.627 232.009.589 |  80,23%| 62,14%| 9.627 232.009.589 | 80,23%| 62,14%| Disnaker
2| 2.07| 4 | 2.03 | 01 |Pemeliharaan dan Operasional Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi
Aplikasi Informasi Pasar Kerja Informasi Pasar Kerja Online 12 Bulan 23.232.000 3 1.478.960 3 1.953.629 3 2.018.000 3 1.987.500 12 7.438.089 | 100,00%| 32,02% 12 7.438.089 | 100,00%|  32,02%| Disnaker
pl j j
Online
2207 4| 203]02 f:fljfr:::inp‘i:rpzzzdg;?ne i::f;;za(y;:: dan Penyediaan Informasi 12 Bulan 225.794.500 3 30.000.000 3 60.000.000 3 37.812.960 3 96.758.540 12 224.571.500 | 100,00%| 99,46% 12 224.571.500 | 100,00% 99,46%| Disnaker
2 [2.07] 4] 2.03] 03 [Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja 1 Kali 124.342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0,00%|  0,00% [ o]  0,00% 0,00%| Disnaker
2(207]| 4| 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna |Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi
Penempatan) di Daerah pembekalan pelatihan 20 Orang 63.924.250 0 0 0 0 0 0 0 39.640.000 o 39.640.000 0,00%| 62,01% o 39.640.000 0,00%| 62,01%| Disnaker
Kabupaten/Kota
2207 4] 20401 fe{‘;“b”‘_iaypaa“ P;ke”a Migran J“ml‘:‘:_‘hpe_‘;e”a M‘g:_‘“ Indonesia (calon/purna 20 Orang 63.924.250 0 0 0 0 0 0 20 39.640.000 20 39.640.000 | 100,00%| 62,01% 20 39.640.000 | 100,00%|  62,01%| Disnaker
ndonesia Purna Per ) vang diberikan pembinaan
Jumlah Fasilitasi Penjemputan PMI yang " 5 3 5 ) )
S o] Pense 4 Kali 63.924.250 o o o o 1 o 1 2 -] 50,00%| 0,00% 2 o| 50,00% 0,00%| Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)|  70,06%| 43,91% 70,06%| 43,91%| Disnaker
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(i I Sangat Sangat a
Predikat Kinerja Y/
1) Sedang Rendah 78,60% Sedang Rendah Disnaker
2] 2.07 PROGRAM HUBUNGAN T
INDUSTRIAL Nebieciuelaie b 2,50% 635.291.200 [  0,00% 27.000.000 [ 0,00% 108.600.000 | 0,00% 111.986.064 | 3,87% 356.677.714 3,87% 604.263.778 |  45,34%| 95,12%| 3,87% 604.263.778 |  45,34% Disnaker
PERSENTASE KASUS HUBUNGAN
INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN 70,00% 59,52% 76,12% 76,12% 78,30% 78,30% 111,86% 78,30% 111,86%
PERJANJIAN (PB)
2| 2.07 2.01 P haan |Jumlah Pelay PP dan
dan P Perjanjian Kerja |pelay P PKB
Bersama untuk Perusahaan yang 12 Bulan 253.240.000 3 0 3 12.000.000 3 21.200.000 3 200.182.350 12 233.382.350 | 100,00%| 92,16% 12 233.382.350 | 100,00%| 92,16%| Disnaker
hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2| 207 2.01 | 01 |P han Peraturan Perusah; i
b:';;:u:haj; uran Perusanaan g‘f)’:‘sf:rz‘:";lg:1‘;;1‘;:;“;:‘3“"‘“ 60 Prshn 48.739.000 0 0 0 0 0 0 60 44.443.750 60 44.443.750 | 100,00%| 91,19% 60 44.443.750 | 100,00% 91,19%| Disnaker
Jumlah Pembinaan PKWT 50 Prshn 0 0 0 50 50 100,00% 50 100,00% Disnaker
2| 2.07 2.01 | 02 |Pendaftaran Perjanjian Kerjasama i
bagt o oan & :’::nbl:i‘::;d::/i;n;ma“an PP/PKB 2 Kali 26.759.000 0 0 0 0 0 0 2 25.912.900 2 25.912.900 | 100,00% | 96,84% 2 25.912.900 | 100,00%|  96,84%| Disnaker
2207 201 | 03 |Penyelenggaraan Pendataan dan  |Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan 4 Triwln 177.742.000 1 0 1 12.000.000 1 21.200.000 1 129.825.700 4 163.025.700 | 100,00% | 91,72% 4 163.025.700 | 100,00%|  91,72%| Disnaker
Informasi Sarana Hubungan Sosial Tenaga Keria
Industrial dan Jaminan Sosial JL?rr.nlah Pembinaan dan Pemantauan Upah 4 Triwln 1 1 1 1 4 100,00% 4 100,00% Disnaker
Tenaga Kerja serta Pengupahan Minimum Kota
Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK 1 UMK 0 0 0 1 1 100,00% 1 100,00% Disnaker
2 | 2.07 2.02 P dan Peny Jumlah P P dan
dustrial yelesai e
Mogok Kerja dan Penutupan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 12 Bulan 382.051.200 3 27.000.000 3 96.600.000 3 90.786.064 3 156.495.364 12 370.881.428 | 100,00%| 97,08% 12 370.881.428 | 100,00%|  97,08%| Disnaker
Perusahaan di Daerah Perusahaan
Kabupaten/Kota
2| 2.07 2.02 | 01 |Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday) 2 Keg 24.082.000 0 - 0 0 1 22.500.000 1 0 2 22.500.000 | 100,00%| 93,43% 2 22.500.000 | 100,00%|  93,43%| Disnaker
Penutupan Perusahaan yang Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota 2 Keg
Berakibat/ Berdampak pada . 5 )
Kepentingan di 1 (satu) Dacrah o o 0 2 2 100,00% 2 100,00% Disnaker
Kabupaten/Kota
2207 202 | 02 |Penyelesaian Persclisihan _ [Jumlah pelayanan mediasi pengaduan 12 Bulan 187.383.200 3 27.000.000 3 54.000.000 3 34.031.664 3 69.777.864 12 184.809.528 | 100,00% | 98,63% 12 184.809.528 | 100,00%|  98,63%| Disnaker
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, |perselisihan hubungan industrial
dan Penutupan Perusahaan yang Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan 50 orang
Berakﬂ?at/ Bezjdampak pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 0 0 0 50 50 100,00% 50 100,00% Disnaker
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2| 207 2.02| 03 geiyﬂi“lgg?’;a“ Ver‘tﬁkas‘ di’j“ JH“",”;}‘ pe‘"_‘l_':;a)a“ dan Pemantauan Tujangan 1 Keg 11.018.000 0 0 1 9.600.000 0 0 0 1.300.000 1 10.900.000 100,00%| 98,93% 1 10.900.000 | 100,00% 98,93%| Disnaker
ekapitulasi Keanggotaan pada ari Rava
Organisasi Pengusaha, Federasi dan [Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga 50 Prshn
Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat|Kerja 0 0 0 50 50 100,00% 50 100,00% Disnaker
Buruh serta Non Afiliasi
2| 207 2.02 | 04 |Pelaksanaan Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan 12 Kali 159.568.000 3 0 3 33.000.000 3 34.254.400 3 85.417.500 12 152.671.900 |  100,00% 12 100,00% Disnaker
Kabupaten /Kota
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)| 100,00%| 95,12% 100,00%|  95,12%| Disnaker
Predikat Kinerja Sangat Sn.ngn.t angn? Sangat Disnaker
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 91,81%| 86,44% 91,81%|  86,44%| Disnaker
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM i‘;‘“g‘t Tinggi :ai:gg;it Tinggi Disnaker
Disusun Dievalusi
Makassar, April 2021 Makassar, Desember 2021
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